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xPEDOMAN TRANSLITERASI
1. Konsonan
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s\ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ha h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s} es (dengan titik di bawah)
ض dad d} de (dengan titik di bawah)
ط ta t} te (dengan titik di bawah)
ظ za z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof  terbalik
X
xi
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ـھ ha h ha
ء hamzah ‘ apostop
ى ya y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikut kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( )
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
xii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya
berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:
 َت َﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama>
 َﻞـْﯿِـﻗ : qi>la
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ : yamu>tu
4. Ta’ marbut’ah
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu: ta marbut}ah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbut}ah diikuti oleh kata yang
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah dan ya ai a dan i َْﻰـ
fathah dan wau au a dan u َْﻮـ
NamaHarkat dan Huruf
fathah dan alif
atau ya
 َ ...ا َ... |ى
kasrah dan ya ِ◌ﻰــ
dammah dan
wau
ﻮـُــ
Huruf dan
Tanda
a
i
u
Nama
a dan garis di atas
i dan garis di atas
u dan garis di atas
xiii
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu-
tah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلَﺎﻔْط ﻷا ُﺔـَﺿْوَر : raudah al-atfal
 َُﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا : al-madinah al-fadilah
 ُﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisa arab dilambangkan dengan sebuah
tanda tasydid (    ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
6. Kata Sandang
Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikuutinya dan dihubungkan dengan
garis mendatar(-)
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat arab ya g ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,
atau sudang sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis
menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an),
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
sutu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh.
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8. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditrasliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDKK, dan DR).
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ABSTRAK
Judul dari skripsi ini adalah “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum
Islam Di Indonesia” difokuskan wanita karir di Indonesia karena budaya di Indonesia
masih kental dengan budaya patriarkhi yang berpotensi membelenggu wanita, dan
usaha wanita meraih karir. Budaya di Indonesia sangat menentukan peran wanita,
yang secara tradisional adalah sebagai ibu dan istri, dan pengurus rumah tangga saja
dengan tugas-tugas melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nilai-
nilai tradisional tersebut berarti bahwa wanita yang ingin bekerja di luar rumah
dianggap bahwa wanita tersebut telah menyimpan dari kodratnya, dan juga bukan
sebagai istri dan ibu yang baik bagi keluarganya. Dalam skripsi ini penulis
mengambil pokok masalah yaitu bagaimana Wanita Karir Perspektif Gender dalam
Hukum Islam. Kemudian melahirkan dua sub masalah yang pertama bagaimana
pandangan Islam tentang wanita karir dan yang kedua bagaimana dampak positif dan
dampak negative wanita karir di Indonesia.
Jenis penelitian merupakan Library reseach, metode penelitian yang
digunakan adalah analisis dengan menggunakan pendekatan normative dan syar’i
dimana pendekatan normatif itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti
aturan atau norma-norma tertentu dan syar’i merupakan aturan-aturan yang terdapat
dalam hukum Islam. Hal inilah yang dapat dijadikan acuan bagaimana norma agama
memandang wanita berkarir.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita karir adalah wanita yang bekerja
di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita mempunyak hak
dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan
mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita
berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga
relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun
masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di
luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri,
namun tidak ada satupun dalil dalam al-Qur’an yang melarang wanita untuk bekerja
dan mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat
Islam. Elain itu wanita juga harus lebih percaya diri bahwa dia mampu dalam berkarir
yang setaraf dengan laki-laki.Sedangkan dampak positif dari wanita berkarir lebih
banyak dari dampak negatifnya. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir
maka dapat menjadikan masyarakat dan negara Indonesia semakin maju.
Dengan berkarir wanita dapat membantu perekonomian keluarganya dan juga
dapat meningkatkan sumber daya manusia. Mereka dapat berpartisipasi dan ikut
berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama,
bangsa dan negaranya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik
antar pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka
di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan1. Di
Indonesia sendiri bisa disebut menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini
berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan wanita Indonesia. Nilai-nilai patriarki
tersebut termasuk bernilai negatif bahwa wanita adalah mahluk yang feminim dan
emosional sedangkan pria adalah mahluk yang maskulin dan rasional. Ada juga
pembagian peran dalam masyarakat, misalnya laki-laki bekerja di sektor publik,
sedangkan wanita berada di sektor domestik dan nilai-nilai ini berasal dari budaya
patriarki ini. Namun saat sekarang ini, pemikiran manusia pun mengalami revolusi
dalam bidang apapun salah satunya adalah bidang pekerjaan. Dahulu kala hampir
semua bidang pekerjaan didominasi oleh laki-laki namun seiring perkembangan
zaman saat ini banyak pula wanita yang meniti pekerjaan di bidang yang mereka
inginkan, bukan hanya sebagai pengisi waktu luang saja atau pemuasan keinginan,
1 M.Quraish Shihab, “Konsep Wanita menurut Al-Qur’an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran
Islam”, dalam Lies  M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual
(Jakarta: INS,1993), h. 3.
1
2namun banyak dari mereka yang melakukannya untuk memperbaiki ekonomi
keluarga.
Islam sendiri mengajarkan kesetaran antara laki-laki dengan wanita dalam
segi apapun, termasuk pekerjaan seperti firman Allah swt dalam QS. al-Jumu’ah/62:
10. sebagai berikut:
                      
    
Terjemahnya:
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan
ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung”.2
Perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian karuanianya pada ayat di
atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan: “Apabila ada
perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, maka yang
kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan.3
Menurut Pemikiran dari Prof.Dr. Musdah Mulia, MA., bahwa Islam sangat
tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan
laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan,
terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, feudal dan semua
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah Al-Jumu’ah/62:10, (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1989).
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 233.
3sistem tiranik, despotic dan totaliter.4 Akan tetapi Islam mengecualikan patriarki
pada hal-hal tertentu seperti budaya patriarki yang menganggap perempuan selalu
berada di bawah laki-laki dan merupakan mahluk kedua dimata Allah. Islam hadir
tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan.
Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-
cari. Sebab bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satu pun teks baik dalam
al-Qur’an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan
secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada
prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. al-Qur’an mengakui
adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah
perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya perbedaan
tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur’an, yaitu terciptanya
hubungan harmonis yang didasari rasa kasih saying di lingkungan keluarga. Hal
tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang
damai penuh ampunan Tuhan. Ini semua terwujud manakala ada pola keseimbangan
dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.5
Adapun menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan
seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah
memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki.
4 Musdah Mulia, “Konsep Gender menurut Islam”,(Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 55.
5 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina,
1999), h. 18-19.
4Islam mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta
mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya6. Seiring dengan
perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak
merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan
pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu mereka jalani.
Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurusi pekerjaan domestik,
maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi
ekonomi dan perpolitikan. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang
semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para kaum wanita saat ini lebih kritis
dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak
untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi
perempuan dalam dunia perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat.
Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan menduduki
jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan. Namun Islam juga tidak
mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus
sebagai penanggung jawab keluarganya.
Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru ditengah
masyarakat, dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya
banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan
rumah tangganya, baik mengelola sawah, membuka warung dirumah atau usaha
6 Ahmad Zahra Al-Hasany, Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam
(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258.
5lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita
dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di atas bukanlah termasuk kategori wanita
bekerja atau wanita karir. Hal ini disebabkan oleh karena persepsi masyarakat kita
tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Pembicaraan tentang
wanita karir dewasa ini semakin hangat, terutama di negeri ini dan mendapatkan
dukungan dan perhatian serius dalam berbagai kalangan, khususnya kaum yang
menamakan diri mereka feminis dan pemerhati wanita. Ditengah hembusan gerakan
feminisme sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin
meningkatnya keterdidikan atas kaum perempuan, maka munculnya isu ketidakadilan
gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an isu ini menjadi bagian dari
fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi perempuan
semakin membaik. Pandangan yang selama ini telah membudaya adalah setinggi-
tingginya perempuan sekolah, akan kedapur juga sudah mulai dipersoalkan.
Sedangkan dalam al-Qur’an sendiri banyak ayat yang memberikan pemahaman
essensial bahwa Islam mendorong pria maupun wanita dalam berkarir.
Karena begitu banyak fenomena diskriminasi gender, maka penulis
bermaksud mengamati bagaimana hukum Islam menyikapi permasalahan diskriminsi
tersebut khususnya wanita yang berkarir.
6B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan adalah :
Bagaimana Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia. Dan
menyajikan dua submasalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Pandangan Islam tentang Wanita Karir Perspektif Gender ?
2. Bagaimana Dampak Positif dan Dampak Negatif Wanita Karir di Indonesia ?
C. Pengertian Judul
Mengingat penelitian ini berjudul “Wanita Karir Perspektif Gender dalam
Hukum Islam di Indonesia”. Maka untuk menghindari kesalahpahaman pembaca
terhadap judul tersebut dan untuk memudahkan memahami penelitian ini, perlu
dijelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini,
Yang pertama, wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan
profesi (usaha dan perusahaan).7 Sedangkan Gender yaitu Peran-peran sosial yang
dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas,
fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang
dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya local. Artinya,
laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang
7Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: English
Press,1991), h. 1125.
7diharapkan masyarakatnya. Dalam skripsi ini pula difokuskan bagaimana Islam
memandang kedudukan wanita yang bekerja atau berkarir.
D. Kajian Pustaka
Setelah menelusuri beberapa kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka
ditemukan beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu :
1. Hubungan dengan buku :
Musdah mulia dalam bukunya, menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender.
Menurut penulis buku ini bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan
manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak
semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam
juga menolak budaya patriarki, budaya feudal dan semua sistem tiranik, despotic dan
totaliter.8
Sedangkan KH. Husein Muhammad dengan bukunya Perempuan, Islam dan
Negara; Pergulatan Identitas dan Entitas, Penulis menyatakan bahwa laki-laki dan
perempuan adalah setara. Kesetaraan manusia, menurutnya adalah konsekuensi
paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esaan Tuhan. Atas dasar ini maka
keadilan gender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan
memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis
8 Musdah Mulia, “Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender” (cet. I; Nauvan Pustaka,
2014), h. 55.
8kelamin atau simbol-simbol primordialnya. Karena tuhan tidak menilai dari wajah
dan tubuhmu melainkan dari hati dan tindakanmu.9
Nasaruddin Umar, dalam bukunya yang berjudul “Kodrat Perempuan dalam
Islam” mengupas persoalan perempuan dengan perspektif gender. Dalam buku ini
dibahas pengertian (konsep) kodrat perempuan, hak dan kewajiban perempuan antara
lain: hak politik, hak memilih pekerjaan dan memperoleh pekerjaan. Dalam hal
pekerjaan, Nasaruddin Umar tidak menjelaskan secara detail. Ia hanya memberikan
batasan-batasan secara umum dan contoh pekerjaan yang dilakukan perempuan di
masa Nabi. Nasaruddin hanya menegaskan bahwa memilih pekerjaan tersebut
dilakukan secara terhormat, sopan dan tetap memelihara agama.10
Issa J. Boullata dalam bukunya yang berjudul dekonstruksi tradisi “gelegar
pemikiran Arab Islam” memaparkan pemikiran beberapa perempuan arab dari
berbagai kecenderungan sosial dan politik. Penyajiannya tidaklah komprehensif,
tetapi berusaha memberikan gambaran tentang kntribusi intelektual perempuan dalam
pemikiran arab kontemporer.bab ini dimulai dengan seorang sarjana terkemuka
Aisyah Abd ar-Rahman yang dikenal dengan nama samara Bint asy-Syathi ; lalu
aktifis Islam Zainab al-Gazali untuk menggambarkan latar belakang pemikir-pemikir
konservatif tradisional yang berlawanan dengan sejumlah perempuan arab yang
mengembangkan pemikiran liberal. Diikuti dengan paparan pemikiran Nawa as-
9 KH. Husein Muhammad, “Perempuan, Islam dan Negara” (cet. I; Qalam Nusantara, 2016), h.
126.
10 Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam (Jakarta: PT. Fikahati Aneska,2000).
9Sadawi dari mesir, dan sosiolog maroko Fatima Mernissi yang akan mengulas
efektifitas gerakan perempuan.11
Fazlurrahman tentang Wanita buku yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ini
menjelaskan tentang nash dalam hal kemitrasejajaran wanita dengan pria serta nash
deskriminasi terhadap wanita. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang status wanita
dalam Islam dan juga faktor sosial dan ekonomi. Namun isi buku tersebut
tidak membahas secara khusus tentang wanita yang bekerja.12
Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (karir)
ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul “Wanita Karir Dalam Perbincangan”. Buku
ini menyorot dengan tajam para wanita karir yang bekerja di luar rumah. Maisar
mengingatkan dampak negatif wanita yang bekerja di luar rumah.Beliau mengutip
pendapat para cendekiawan barat tentang dampak negatif tersebut.Beliau juga
menuturkan sejarah mengapa perempuan Eropa/barat bekerja diluar rumah. Dalam
buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang
muslimah harus bekerja diluar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan
dampak dari  pencampur bauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung
secara terperinci apa pekerjaan yang bias dilakukan oleh muslimah. Maisar hanya
memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan.13
11 Issa J Boullata, “Dekonstruksi Tradisi” (cet. II; LKiS Yogyakarta, 2012), h. 168.
12Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, FazlurRahman Tentang Wanita (cet. I; Yogyakarta:
TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002).
13Maisar Yasin, Wanita dalam Perbincangan (Terjemahan Ahmad Thabrano Mas’udi,
Jakarta: Gema Insan Press, 1997)
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Musdah mulia dalam bukunya Menuju Kemandirian Politik
perempuan”Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia” penulis
mencoba mengajukan berbagai gagasan dan pemikiran yang diharapkan dapat
menjadi bahan introspeksi, autokritik atau evaluasi bagi semua. Baik mereka yang
memiliki kekuasaan maupun mereka yang tidak berkuasa, tanpa membedakan laki-
laki dan perempuan.  Penulis juga memaparkan agar masyarakat menyadari adanya
ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan  politik.14
Karya Ilmiah  mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang membahas tentang
wanita dan kesetaraan gender antara lain: Skipsi Rismayanti,15 Kesetaraan Gender
dan Distorsi Sakralitas Perkawinan membahas tentang konsep gender dan
perkawinan menurut presfektif barat dan Islam. Kemudian Skripsi Pestawati,16
Kedudukan Wanita dalam Presfektif Al-Qur’an dan Feminisme membahas tentang
konsep al-Qur’an dan kaum feminis tentang kedudukan kaum wanita serta
perbandingan antara kedua konsep tersebut.
Skripsi Rasydianah,17 Kedudukan Wanita dalam Undang-Undang
Perkawinan Di Indonesia ( Suatu Pendekatan Hukum Islam) membahas tentang
14 Musdah mulia, “Menuju Kemandirian Politik Perempuan” (cet. I; Kibar Press, Februari
2008), h. 7.
15Rismayanti, Kesetaraan Gender dan Distorsi Sakralitas Perkawinan, Skripsi (Makassar:
Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2003).
16Pestawati, Kedudukan Wanita dalam Presfektif Al-Qur’an dan Feminisme, Skripsi
(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2000).
17Rasydianah, Kedudukan Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Suatu
Pendekatan Hukum Islam), Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,
2000).
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peran serta hak-hak wanita dalam upaya pembentukan keluarga (rumah tangga)
menurut undang-undang perkawinan di Indonesia suatu pendekatan hukum Islam.
Kemudian Skripsi Nadira,18 Hak-Hak dan Kedudukan Wanita dalam Presfektif Islam
dan Deklarasi PBB membahas tentang pandangan Islam terhadap hak-hak dan
kedudukan wanita serta menguraikan konsep persamaan hak antara pria dan wanita
dalam Deklarasi PBB dan perbandingannya dengan konsep Islam.
Skripsi Kasmanita,19 Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Wanita
Karir dalam Perspektif Hukum Islam membahas tentang pandangan KH. Husein
Muhammad dalam memandang wanita yang bekerja di luar rumah atau berkarir di
tinjau dari hukum Islam.
Sejauh ini sudah banyak buku-buku maupun karya tulis yang membahas
wanita karir maupun gender tapi belum pernah ada yang membahas tentang wanita
karir perspektif gender yang dalam hukum Islam di Indonesia, maka pada penelitian
ini penulis akan mengupas dan mengkaji wanita karir perspektif gender dalam hukum
Islam di Indonesia dan relevansinya terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri.
18Nadira, Hak-Hak dan Kedudukan Wanita dalam Presfektif Islam dan Deklarasi PBB,
Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2003).
19 Kasmanita, Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Wanita Karir dalam Perspektif
Hukum Islam, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).
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E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau
tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah
sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.20
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih
mendalam mengenai bagaimana Islam memandang wanita yang berkarir atau bekerja
di luar rumah. Oleh karena maka penelitian ini harus lebih memperhatikan hal-hal
yang sangat penting tentang bagaimana Islam memandang wanita yang bekerja di
luar rumah dan untuk mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitiannya,
maka penulis akan menggunakan metode penelaah dan penelusuran serta beberapa
wawancara mendalam kepada subjek-subjek (responden) yang diteliti.
Berdasarkan penjelasan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah
merupakan penelitian kulitatif dengan jenis kepustakaan. Yaitu penelitian yang
kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang
difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai
karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun
tidak membicarakan persoalan yang sedang diteliti, selain itu melakukan wawancara
terhadap beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian. penelitian ini
difokuskan bagaimana cara pandang Islam terhadap wanita yang berkarir serta
20 Anton Bekker, Metode-metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h 10.
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bagaimana pandangan masyarakat tentang wanita yang bekerja diluar rumah
khususnya di Indonesia serta penyelesaian konflik wanita yang bekerja di luar rumah
khusunya di Indonesia itu sendiri.
2. Sumber Data
a. Sumber data primer  adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta
dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa
ungkapan dan tindakan seseorang yang akan diamati atau yang akan
diwawancarai. Dalam hal ini penulis akan mengggunakan beberapa buku yang
akan menjadi patokan ataupun landasan dari penelitian ini. Buku diantaranya
berupa Perempuan, Islam, dan Negara karya KH. Husein Muhammad,
Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender karya Prof. Dr. Musdah Mulia,
MA, Menuju Kemandirian Politik Perempuan karya Musdah Mulia, Dekonstruksi
Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab Islam karya Issa J. Boullata dan Kemulian
Perempuan dalam Islam karya Musdah Mulia serta beberapa buku yang
berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berbentuk dokumen yang berupa
buku, majalah, Koran, internet serta sumber data lainnya yang dapat dijadikan
sebagai pelengkap.
c. 3. Pendekatan penelitian
Dalam pendekatan approach atau pendekatan itu dapat dipahami sebagai
upaya atau tindakan yang disiapkan dan dilakukan untuk memulai proses penelitian,
dimana dengan upaya dan tindakan tersebut dapat membantu memudahkan peneliti
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dalam menjalankan proses penelitian yang dilakukan. Dengan makna tersebut dapat
dipahami bahwa pendekatan bukanlah sesuatu yang hendak dihasilkan dari penelitian,
melainkan upaya atau tindakan pendahuluan yang dipercaya dapat membantu
memudahkan peneliti sampai pada hasil yang sesungguhnya dari penelitian yang
yang dilakukan.21
Terkait bahwa penellitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pendekatan
yang dilakukan adalah normatif dan Syar’i dimana pendekatan normatif diartikan
sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu.22 Sedangkan
Syar’I merupakan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Dalam konteks ajaran
islam , pendekatan normatif merupakan ajaran agama yang belum tercampur dengan
pemahaman penafsiran manusia. Pendekatan normatif dapat dapat juga dikatakan
yang memiliki domain bersifat keimanan, tanpa melakukan kritik kesejarahaan atas
nalar lokal dan nalar jaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks
kesejarahan al-Qur’an. Pendekan normatif mengasumsikan seluruh ajaran Islam
(dalam al-Qur’an, hadist, ijtihad) sebagai suatu kebenaran yang harus diterima dan
tidak boleh diganggu-gugat.
4. Teknik Pengumpulan Data
Berhubung penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif,
maka data yang dikumpulkan berbentuk teori untuk mendapatkan kualitas responden
21 Dr. Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif; Panduan Peneliti beserta Contoh Proposal
Kualitatif, (cet. I; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.
22 Masdar Hilmi dan A. Muzakki, Dinamika Baru Study Islam, (Surabaya: Arkola, 2005), h.
63.
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Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, riset
kepustakaan.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deduktif yaitu
penjelasan yang dimulai dari yang umum kepada yang khusus, sehingga dapat
memaparkan penjelasan dari rumusan masalah tentang pandangan Islam tentang
wanita karir perspektif gender.
Adapun pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1) Mengkategorikan uraian dasar data yang diperoleh dalam tahap penelitian.
2) Mengklarifikasikan data berdasarkan masalah yang diteliti.
3) Menyusun atau menyempurnakan urutan secara sistematis berdasarkan masalah
yang dikaji.
b.Analisis Data
1. Focus Group Discussion (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang
umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna
sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk
mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang
terpusat pada suatu permasalahan tertentu.
2. Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang
menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis.
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis dapat memaparkan tujuan penting
dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang wanita yang bekerja di luar
rumah atau wanita karir.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dan positif wanita karir di Indonesia
Kegunaan Penelitian
Secara umum, penulis  berharap agar penelitian yang dilakukannya memiliki
kegunaan atau manfaat tersendiri bagi pembacanya agar diskriminasi gender di
Indonesia dapat sedikit demi sedikit berkurang , dan wanita diberi peluang untuk
dapat berkarir di bidang yang mereka inginkan serta penulis juga berharap agar
wanita di Indonesia lebih memiliki kepercayaan diri bahwa dia mampu menjadi
wanita yang tannguh untuk bersaing dengan laki-laki tanpa melupakan kodrat mereka
sebagai wanita.
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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG WANITA KARIR
A. Pengertian Wanita Karier dalam Islam
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa.
Sedangkan “ wanita karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi
(usaha, perkantoran, dsb).1 Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk
maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi
sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya
yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai
dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu,
bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya
menurut seks.2
Gender merupakan konstruksi budaya yang telah melepakat dimana laki;laki
dituntut untuk berperan sebagai sosok yang keras, maskulin, dan rasional. Sedangkan
perempuan merupakan sosok yang lemah lembut, feminim dan emosional. Atau
gender lebih dikenal sebagai pelabelan masyarakat terhadap peraan yang harus di
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. I; Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama , edisi
4, 2008) h. 372.
2 A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender: Buku Kedua, Perpustakaan Nasional RI: Katalog
Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004, h. 217.
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jalani. Hukum Islam yaitu Hukum yang di dalamnya memuat norma atau aturan-
aturan yang ada dalam Islam
Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain
mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga
memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara.
Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masingmasing setaraf
dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah
munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang
melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena
kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya. Secara
umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Saat ini banyak perempuan yang
mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai kehidupan publik, berbeda
dengan beribu tahun sebelumnya, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan
yang utuh, dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan
berharta. Bahkan ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap
mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Ia berhak
menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karyanya, dan berhak
memiliki harta, yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat.
Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan
memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang
diraih kaum laki-laki, seperti para istri rasul. Dalam jaminan al-Qur’an, perempuan
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dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik,
ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Sayangnya nilai-nilai Islam yang begitu
ideal dan luhur, ketika turun ke bumi dan berinteraksi dalam kehidupan umat
manusia, disengaja atau tidak, di sana sini telah terjadi distorsi. Kebebasan dan
kemandirian perempuan yang diproklamirkan oleh Islam seringkali disalahpahami.
Dalam realitas di masyarakat, kebebasan bergaul dengan lawan jenis. Akibatnya,
yang banyak muncul adalah perempuan-perempuan yang mempertontonkan tubuhnya
untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme, perempuan-perempuan
yang merasa dirinya modern karena menggunakan produk muktahir, baik dari segi
pakaian dan aksesoris, maupun alat-alat elektronik canggih seperti handphone dan
sebagainya. Atau sebaliknya, perempuan yang terkungkung di rumah karena
menganggap keluar rumah merupakan suatu aib dan cela sehingga mereka tertinggal
dalam segala hal, termasuk pendidikan, informasi, dan kemajuan teknologi.3 Maka
dari itu dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang
geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif
di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan
politik. Hanya saja keaktifannya itu tidak sampai membuat ia lupa atau mengingkari
kodradnya sebagai perempuan dimana ia berhak menjalankanfungsi-fungsi
reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan dan menyusui anaknya. Hal
yang lebih penting lagi bahwa keaktifan itu tidak sampai menjerumuskan dirinya
keluar batas-batas moral yang digariskan Agama.
3 Musdah Mulia, “Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender”, h. 45.
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Pembebasan perempuan menurut Aisyah Abd ar-Rahman haruslah dengan
cara membebaskan mereka dari kebodohan. Banyak perempuan muslim yang tidak
mengetahui hak-hak yang diberikan Islam kepadanya, apalagi mempraktikan hak-hak
itu. Laki-laki yang benar-benar bukan muslim baik, menarik keuntungan yang
dimiliki perempuan ini sehingga melanggar hak-hak yang dimiliki perempuan. Oleh
karena itu, pendidikan merupakan gerbang pembebasan perempuan dan khususnya
dalam hal persoalan yang berkaitan dengan Islam adalah hak-hak serta kewajiban
perempuan dalam aturan sosial Islam yang diimplementasikan secara tepat.4 Dari sini
dapat kita lihat bahwa pembebasan perempuan dalam memperoleh ilmu pengetahuan
adalah elemen essensial bagi humanitas perempuan sehingga ia dapat
menyempurnakan dirinya sendiri, dan kemudian dapat mengembangkan potensinya
untuk berkarir dibidang yang ia kuasai tanpa merasa didiskriminasikan. Islam sendiri
memberikan segala sesuatu kepada laki-laki dan perempuan seperti mengambil peran
dalam kehidupan publik, memegang jabatan, masuk dalam dunia politik dan
mengekspresikan gagasan-gagasannya. Akan tetapi Islam menegaskan bahwa tugas
utama seorang perempuan adalah menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya dan tidak
ada aktifitas lain yang boleh mengintervensi sehingga peran ini memperoleh
perioritas di atas hal ini. Jika perempuan memiliki kesempatan berperan dalam
kehidupan public setelah tugas ini diselesaikan maka ia dapat melakukannya sebab
Islam tidak melarang
4 Lihat Aisyah Abd ar-Rahman, al-Mafhum al-Islami li at-Tahrir al-Mar’ah (Kairo: Matba’ah
Mukhaimir,1967).
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B. Kedudukan Wanita Karir dalam Islam
Wanita dan pria diciptakan oleh Allah swt, sebagaimana Adam dan Hawa,
untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah
dibumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai
dengan ketentuan Allah swt.
Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam konteks
ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban
individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari
perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah
untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.
Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam
Q.S. an-Nisa’/4: 124.
                      
     
Terjemahnya:
“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun
wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga
dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”5
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah an-Nisa’/4: 124, (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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Ayat ini secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha dan
ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau
bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Agaknya dalam rangka menegaskan persamaan itulah,
maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surge ditambah dengan menyatakan
mereka, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak dianiaya sedikitpun.6
Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya wanita dalam bentuk apapun
yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya itu,
diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pria namu tergantung
terhadap amalnya.
Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan wanita pada masa nabi Muhammad
saw cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam
peperangan, bahu-membahu bersama dengan laki-laki, ada yang bekerja menjadi
perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan.
Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan wanita
bekerja. M.Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa
perempuan pada masa nabipun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk
bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena
sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang
6 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 597.
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menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi
kebutuhan hidupnya.7
Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat hak
dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima agama dengan sendirinya akan terikat
oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak Tuhan,
dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas
seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Ialam
mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut.
Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa
diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala bidang lapangan kedidupan,
karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang
maju adalah yang bisa menghargai kerja  professional.8
Manusia adalah mahluk yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja.
Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan
merupakan salah satu sarana memperoleh rezki dan sumber kehidupan yang layak
dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.9
7 M. Quraish Shihab, Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan Umat
(Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 306.
8 Ray Sitoresmi, Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,
1993), h. 53.
9 Abd. Hamid Mursi, Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur’an dan
Sains, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h. 35.
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Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan
demikian antara pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi,
Islam tidak membedakan dalam perbuatan syari’ah antara pria dan wanita, keduanya
dimata Allah sama dalam mendapatkan pahala. Dengan bekerja wanita beramal,
bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi
belanja keluarganya sebagimana khadijah istri Nabi Muhammad saw, beliau
membantu Nabi dalam dakwahnya membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat
Islam sampai habis tak bersisa.
Selain itu wanita merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah
menggambarkan akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat serta
menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.10
Hanya saja wanita Islam memiliki profil sendiri yang berbeda dengan wanita
lainnya. Wanita Islam bukan wanita yang biasa dan tidak dapat diukur dengan
penilaian manusia.11 Wanita Islam adalah wanita yang mampu berperan dalam
masyarakat, hal ini telah dibuktikan dalam sejarah betapa wanita telah berperan dalam
masyarakat di dalam berbagai bidang.
Syekh Muhammad al-Ghazalih, adalah seorang ulama kontemporer yang
diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja wanita:
10 Yusuf Qordhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer. Ahli Bahasa As’ad Yasin, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996) II:42.
11 M. Sya’rawi, Wanita Harapan Tuhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 79.
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1. Wanita memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh wanita dan pria.
2. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi wanita, seperti pendidikan dan
bidan serta ahli hukum.
3. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya, terlihat di
pedesaan dimana istri membantu suami dalam bidang pertanian dan semacamnya.
4. Bahkan wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika
tidak yang menjamin kebutuhannya, dan kalaupun ada, namun tidak mencukupi.12
Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai Keluarnya wanita
untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan
masyarakat. Pandangan ini, wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang
kehidupan, baik itu sosial, agama, budaya dan bahkan politik.
Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri, karena
didalam rumah tangga adanya relasi suami istri sebagai hubungan partner. Maka di
dalam mengerjakan prkerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama karena suami
istri sebagai pasangan yang sejajar saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada
masalah dalam rumah tangga maka tidak perlu ragu untuk saling terbuka dan
menyampaikan kepada pasangannya.
12 M. Quraish Shihab, Perempuan dan Aneka Aktivitas,” Perempuan dari Cinta Sampai Seks
dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru” (Jakarta: Lentara Hati,
2005), h. 362.
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C. Hak-hak Kaum Wanita
Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita
menurut pandangan ajaran Islam.
1. Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik Salah satu ayat yang seringkali
dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum
wanita adalah yang tertera dalam QS. At-Taubah/9: 71:
                          
                      
        
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.13
Ayat ini menjelaskan tentang sebagian rahmatnya itu dengan menegaskan
bahwa. Allah menjanjikan dengan janji yang pasti kepada orang-orang mukmin yang
mantap imannya lelaki dan perempuan bahwa mereka semua akan dianugerahi surga
yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, yang mereka nikmati terus menerus, kekal
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah . At-Taubah/9: 71 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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mereka didalamnya.14 Dalam ayat ini tidak ada yang membedakan baik laki-laki
maupun perempuan sama-sama akan masuk surge tergantung dari nilai
ketaqwaannya.
Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban
melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan
yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah
yang munkar. Kata Awliya, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan
penguasan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang
ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk
memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita
Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-
masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang
kehidupan.15 Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita
memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat
dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan
bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam
menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan,
tanpa kecuali.
1. Hak-hak Wanita dalam memilih pekerjaan.
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 650.
15 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Mizan Pustaka: Jakarta, cet. XXXI, 2007), h.
272-273.
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Dulu ketika negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan
perempuan dalam prosen pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi
posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk
memulainya kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk
bekerja dan memiliki profesi diluar rumah sepanjang pekerjaannya diluar tersebut
tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya.
Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah
profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan maupun
politik. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada
masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa
pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama
laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya
mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji wanita yang bekerja dengan
keras dan baik; beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuuk istri-istri dan
anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau
pernah bersabda “penghasilan seseorang yang diberkahi adalah penghasilan dari jerih
payahnya sendiri”. Pada masa awal Islam, kaum perempuan bahkan memiliki
jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-
Syafa binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, umar, sebagai
pengawas pasar-pasar yang ada di madinah, dengan demikian, kaum perempuan bias
bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bias bekerja sebagai pekerja
pemula maupun manajer senior, bahkan mereka bias bekerja sebagai hakim. Perlu
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ditekankan bahwa, sampai saat ini dan dibanyak negara Muslim,  kecuali Tunisia dan
Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki sehingga
perempuan di negara tersebut secara turun temurun dilarang untuk menempati jabatan
ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci
maupun dalam sunnah. Bahkan sebaliknya Aisyah  istri Nabi Muhammad saw, adalah
orang yang mempelopori kaum perempuan dalam menjalankan jabatan tersebut.
Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama.
Disamping juga Abu Hanifah pendiri salah satu mazhab fiqih, menyatakan bahwa
seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara kecuali
perkara hukum pidana. Jarir al-Thabary16 seorang penafsir al-Qur’an yang terkenal,
memberikan hak kepada perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat
apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh
perempuan itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga
tidak bias bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam tugas-tugas
domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan
kurang bermanfaat.17
Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup
beraneka ragam, sampaisampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-
peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah
16 Lihat Rosihon Anwar, Melacak Unsur-unsur Israilyat dalam Tafsir al-Tabary dan Tafsir
Ibn Kasir (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 58.
17 Haifaa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspekrif Islam Atas Kesetaraan
Gender, Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h.
76-78.
30
(istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-
lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang
menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan
Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan
Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain. Di samping itu, para wanita pada masa
Nabi, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias
pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin
Huyay, istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan
sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah
binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat
Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada
Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.
Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw dan
sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan
pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digaris bawahi bahwa
Rasul saw banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar
menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan
yang bermanfaat.
2. Hak dan Kewajiban Belajar
Terlalu banyak al-Qur’an dan hadits Nabi saw yang bebicara tentang
kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan lelaki maupun wanita. Wahyu
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pertama dari Al-qur’an adalah perintah membaca atau belajar. Baik lelaki maupun
wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut
untuk belajar: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim dan Muslimah. Para
wanita di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka
memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus
untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja
dikabulkan oleh Nabi saw..
3. Hak Mengeluarkan Pendapat
Al-Qur’an selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari
siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk
mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi
saw dengan Khawlat binti Tsa’lab. Ia mengadukan kepada Nabi saw perihal
suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-zhihar-nyaYa Rasulullah! Ketika
masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua,
kulitku telah kendor, ia menganggapku sepeti ibunya, dan sayaditinggalkannya
terluntalunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu
sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap
berpendapat,”kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti “talak‟ ya Rasulullah?,”
tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya
punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka
akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan
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kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya
Allah, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allah, mohon Engkau turunkan petunjuk atas
lidah Nabi-Mu!”18
D. Syarat-syarat Wanita karier
Tatkala wanita Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan
upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di
dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka
telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di
pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok-pelosok desa, sampai kita
melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja
membersihkan jalan, membersikan kotoran-kotoran, membersihkan got-got,
mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran,
menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu.
Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan
wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang palingrendah akibat berlakunya
kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki. Jika wanita ingin mencapai
hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka
hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama
tinggi dengan laki-laki.
18 Nashruddin Baidan, Tafs ī r al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur’an
(Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999), h. 42-43.
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1. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan
dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa
mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga
agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia
bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang
kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
2. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi
komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas
menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga
nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda.
Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunyauntuk mengurusi kebutuhan rumah
tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat
3. Wanita harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki
sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah
dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan
demikian wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh
pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.
4. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan
penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai
menelantarkan perealisasian tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab
pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah,
seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa
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memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya
bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta
kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan
menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas
terbaik (ihsan) dan penuh inovasi. Dalam meniti karier, wanita harus menentukan
pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang
diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas
dengan hubungan interkeluarganya. Karier di sini membutuhkan dukungan, maka
perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil
keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetian dari suami dan anak-
anak.
Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan
kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai
masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita
bekerja antara lain:
a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
b. Menjaga kehormatan diri.
c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.
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Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka
memelihara hal-hal berikut ini:
1. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan
membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah
mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk
bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di
tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam
berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-
desakan, juga menjauhi pertamuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu
tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya
sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya,
jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang
berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan
lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar
mendesak.
3. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
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5. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara’ dengan
berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.19
Wanita karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai
manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan
lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, assesoris, dan kelengkapan lainnya yang
mendukung penampilam wanita dalam berkarier.20
Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya
memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup
b. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan
orang lain.
c. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan
bentuk tubuh.
e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat
kesombongan.
Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi
kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin dan
berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan
19 Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, Identitas dan Tanggung Jawab Wanita
Muslimah (Firdaus: Jakarta Pusat, 1993), h. 112-113.
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seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan
selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat.
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BAB III
KONSEP KESETARAAN GENDER
A. Pengertian Gender
Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk secara
radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi
perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter
sebagaimana dikemukakan Umar.1 Bahwa wacana gender mulai berkembang pada
tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang
disebut dengan patriarchal kemudian menggantinya dengan isu gender. Adapun di
Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di kantor Menteri Negara Peranan
Wanita dengan ejaan “jender”, diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural
terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.2 Istilah gender harus
dibedakan dengan istilah jenis kelamin atau seks.
Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis
kelamin. Dalam Womens Studies Encylopedia, sebagaimana yang dikutip oleh
Mufidah Ch, dijelaskan bahwa jender adalah konsep kultural, berupaya membuat
pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara
laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hillary M.
1 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 36.
2 Tim Penyusun, Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender, (Jakarta: Kantor Menteri
Negara Urusan Peranan Wanita, 1992), h. 2.
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Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan
perempuan.3
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah usaha
mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dari segi sosial
budaya, psikologis bahkan moral etika dan seni. Inti dari wacana gender itu sendiri
adalah persamaan hak. Keadilan gender itu sebenarnya sudah ada, tapi hakikat
keadilan gender yang memperkuat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu
dalam pelaksanaannya sering kali mengalami distorsi.
B. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan
dalam memperoleh akses, partisipasi, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam
aktifitas berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara
selaras, seimbang, serasi dan tanpa diskriminasi. Dalam kepmendegri disebutkan
kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam
hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.4
Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana
laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan
kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu
3 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
h. 3.
4 Kepmendegri No. 132 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal I.
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diberbagai sektor kehidupan. Agama dan keadilan gender dewasa ini menjadi salah
satu isu penting yang masih terus diperdebatkan dibanyak kalangan termasuk
agamawan sendiri. Pada tataran realitas sosial, kecenderungan umum tentang relasi
gender masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terhadap
perempuan. padahal Islam memandang wanita memiliki keistimewaan dan lebih
unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam al-Qur’an telah banyak memberitahukan
kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-
laki. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan terjadi melalui
proses yang panjang, sebagai hasil kreasi masyarakat perbedaan gender banyak
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi(adat
istiadat), corang budaya, ajaran agama, dan bahkan kebijakan negara. Perbedaan
gender telah melahirkan perbedaan peran sosial, kadangkala peran sosial tersebut
dibakukan oleh masyarakat sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-
laki untuk berganti peranan. Dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai
manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional, dan lain sebagainya.
Sebaliknya laki-laki diartikan sebagai manusia yang keras, maskulin dan rasional.
Akan tetapi data-data resmi dari berbagai lembaga internasional, seperti UNPD,
UNFPA, UNICEF menyebutkan secara jelas betapa kebanyakan perempuan,
khususnya di Negara-negra berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin yang
diliputi perang dan konflik, masih mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
berbasis gender. Di antaranya, perempuan masih menjadi korban incest,
pemerkosaan, kawin paksa dengan orang yang tidak disukai, dipoligami, dipaksa
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menikah ketika masih anak-anak, pelecehan seksual, serta tidak sedikit perempuan
meninggal saat melahirkan karna tidak terpenuhi hak-hak asasinya paling mendasar
serta pelayanan kesehatan reproduksi, dan yang terakhir perempuan juga mengalami
upaya-upaya pemiskinan secara struktural.5 Mereka dibatasi aksesnya dalam banyak
bidang kehidupan terkait peningkatan ekonomi sehingga banyak dari kaum
perempuan yang masih tidak terpenuhi hak asasinya untuk memenuhi kebutuhan
dirinya sendiri. Fenomena wanita yang bekerja diluar rumah oleh banyak pihak masih
dianggap sebagai sesuatu yang baru bagi masyarakat biasanya mengikuti sepak
terjang wanita dengan menggunakan “kaca pembesar” dan langsung menilai pantas
atau tidaknya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjelaskan bahwa status dan
peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai
mitra sejajar dengan laki-laki. Yang tercermin adalah sedikitnya jumlah perempuan
yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif, dan
dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Walaupun diakui bahwa kini orang
nomor satu dalam pemerintahan di Indonesia adalah dari kaum perempuan.
Perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki harus berperan dalam pembangunan
dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan ikut melestarikan nilai-nilai
5 Musdah mulia, “Kemuliaan Perempuan dalam Islam”, (Cet. I; Megawati Institute , 2014), h
29.
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agama dan pancasila. Untuk itu, pernan perempuan sebagai sumber daya
pembangunan harus terus ditingkatkan kualitasnya.6
Saat ini kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan
dalam berbagai aktifitas. Kesadaran gender yang dimaksud adalah sebagai
interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin,
yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti pembedaan,
tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti
ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai
situasi, dan kondisi budaya.7 Sejalan dengan itu, kesetaraan gender juga dipahami
sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki
dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan
perubahan zaman.8
Dalam perpektif Islam, kesetaraan gender mendapat perhatian khusus. Ini
dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada
perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di rumah,
6 Supardin, Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi, Jurnal UIN Alauddin Makassar (Makassar,
2013), h. 49.
7 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender dalam perspektif Al-Qur’an (Cet. I;
Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.
8 Siti Musdah Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Gender, 2003), h. 85
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tetapi disemua ranah publik sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin
negara super power.9
Dalam kerangka kerja prinsip-prinsip al-Qur’an yang mengatur hubungan
antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, Aisyah Abd ar-Rahman melihat banyak
ruang bagi perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang bebas
sekaligus beriman. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang dalam beberapa hal
dapat berbeda dengan laki-laki, tetapi perbedaan itu bukan berarti ketidaksetaraan.
Perbedaan itu lebih seperti perbedaan fungsional dan bersifat saling melengkapi
dalam sebuah aturan sosial yang senantiasa mensyaratkan masukan dari laki-laki
maupun perempuan dengan cara berbeda. Hanya saja dalam persoalan spiritual dia
meyakini bahwa prinsip-prinsip al-Qur’an tidak menunjukkan pembedaan gender
laki-laki maupun perempuan: di mata Tuhan keduanya sama.10 Secara lebih jelas,
hubungan jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam Q.S. Al-
Ahzab/33: 35 sebagai berikut:
                          
                     
                      
9 Lihat QS. Al-Namal/27: 23.
10 Lihat Aisyah Abd Ar-Rahman, dalam buku Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab-
Islam, LKiS Yogyakarta, cet. II. 2012, h. 169.
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                    
  
Terjemahnya:
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang
banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar”.11
Setelah Allah swt, menyuruh istri-istri Nabi saw. Tentang beberapa hal, dan
melarang mereka melakukan hal-hal lainnya, maka di sini Allah menyebutkan appa
yang dia sediakan bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu
pahala dan kemuliaan di sisi Allah kelak di akhirat.12
Membincangkan perempuan sebagaimana ketika membincangkan laki-laki
tentang hak sosial yang diemban laki-laki, maka perempuan juga mempunyai hak-hak
sosial yang perlu mereka embankan di ruang publik secara umum, salah satunya
adalah hak kemanusiaan, hak bekerja di luar rumah, berkenaan hak bekerja di luar
rumah dan kaitannya dengan perempuan karir, maka ada dua golongan ulama yang
berpendapat mengenai perempuan karir, yaitu:
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah Al-Ahzab/33: 35 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
12 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang,
1987), h. 12.
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a. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-sibai, Muhammad al-
Bani, dan sebagainya, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja meninggalkan
rumah itu mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, dengan alasan bahwa
perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar
pada saat suami datang dari kerja istri sudah biasa menyiapkan kebutuhan suami
tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencakupi kebutuhan
rumah tangga, dan seorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun kerja dan
lelah maka kecantikan seorang istri tidak boleh terkurangi13.
b. Kelompok kedua (moderat), misalnya Mahmad al Bandari, Muhammad Rifaah
Rafiat Thatawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, Ahmad Syauqi, Hafiz Ibrahim, M.
Quraish shihab, Zakiah Drajat, as-Sakhwi, Athiyah al-Abrasyi, dan sebagainya,
mengatakan perempuan yang berkarir, lebih baik dan bermanfaat dari pada tidak
berkarir dan menganggur mengakibatkan menghayal hal yang tidak realistis
menyebabkan sakit jiwanya, oleh sebab itu bekerja lebih baik daripada penghayal
dan peminta-minta. Alasan para ulama ini membolehkan perempuan bekerja
asalkan perempuan dapat menjaga diri dan lingkungan.
Yang menarik dari dua aliran besar ini bahwa keduanya mengajukan
argument keagamaan dari sumber yang sama, yaitu al-Qur’an dan Hadist Nabi, dua
sumber paling otoritatif dalam sistem keagamaan kaum muslimin. Kedua sumber
Islam ini memang menyediakan teks-teks yang menjelaskan tentang kedudukan
13 Juwariyah Dahlan, “Perempuan Karir”, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (Surabaya,
1994), h. 51.
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manusia yang setara di hadapan Tuhan, penghormatan martabat manusia, penegakan
keadilan dan sebagainya di satu sisi, dan teks-teks yang membedakan antara laki-laki
dan perempuan, keunggulan dan otoritas laki-laki atas perempuan, kelemahan akal
dan agama perempuan, dan sebagainya, di sisi lain. Mengacu pada dua sumber utama
ini, maka produk-produk pemikiran ulama Islam juga memperlihatkan pandangan-
pandangan yang ambigu. Ulama Islam yang terkemuka; Imam Jalal al Din al Suyuti,
dalam bukunya “Al Asybah wa al Nazhair” menyebutkan sekitar 100 lebih perbedaan
hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.14
Pada masa rasulullah, nilai keadilan dan kebersamaan selalu dijunjung
rasulullah, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat, dalam
banyak kisah disebutkan bahwa dalam rumah tangga, beliau tidak segan-segan
mengerjakan pekerjaan yang pada saat itu bahkan juga pada saat ini dianggap sebagai
“kewajiban” perempuan. Para istri rasulullah pun diberikan kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat dan mengembangkan daya kreasinya sesuai dengan
minatnya. Ini menandakan bahwa hubungan yang setara dengan para istrinya benar-
benar dipraktikkan. Perjuangan kaum perempuan dalam keikutsertaan menegakkan
dakwah islam tak dapat dihapus dalam untaian panjang sejarah islam. Di masa Nabi,
sumbangsih perempuan untuk menyebarkan Islam dipelopori oleh para istri Nabi
sendiri. Betapa kita sangat mengenal khadijah sebagai seorang saudagar perempuan
yang sumbangan finansialnya sangat penting bagi tegaknya dakwah Islam. Bisa
14 Abd al Rahman al Suyuthi, Al Asybah wa al Nazhair, (Maktabah Dar Ihya al Turats al
Arabiyah, Indonesia, tt), h. 151-152.
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dikatakan bahwa kala itu khadijah berperan sebagai pencari nafkah utama, karena
berbagai kesibukan dakwah Nabi. Kisah ini sekaligus menandakan bahwa di masa
Nabi perempuan dapat bekerja dan mengembangkan inisiatifnya. Menjadi tidak dapat
dipahami bila sekarang muncul suatu pandangan bahwa Islam tidak memberi tempat
kepada perempuan untuk bekerja, hanya karena keterikatan dengan seorang muhrim.
Bahkan, untuk kondisi-kondisi tertentu seorang istri justru diwajibkan bekerja.
Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya,
karena suaminya tidak mampu menafkahinya.dalam kehidupan perkawinan rasul
dengan khadijah, khadijah berperan besar dalam mengatasi ekonomi keluarga. Hal
tersebut dibenarkan dalam Islam, karena alasan kerja sama dan saling berbagi
tanggung jawab diisyaratkan dalam al-Qur’an surah Ali-Imran/3: 195 sebagai berikut
:
                    
                    
                       
      
Terjemahnya:
”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di
48
antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang
dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-
sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik."15
Yang diterjemahkan di atas dengan sebagian kamu dari sebagian yang lain,
adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebersamaan atau kemitraan.
Wahyu-wahyu ilahi yang berbicara tentang asal kejadian manusia yang mengandung
arti bahwa baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan
sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma laki-laki dan indung telur
perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan drajat antar
mereka dan karenanya pula allah tidak mengurangi sedikitpun ganjaran yang
diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.16
Nabi juga memberi peluang yang terbuka bagi kaum perempuan untuk terlibat
dalam kegiatan publik. Sejarah mencatat masjid pertama yang dibangun rasulullah di
kota madinah pada saat itu menyatu dengan tempat tinggal para istri Nabi. Bahkan
kamar Aisyah ra bersebelahan langsung dan memiliki pintu penghubung dengan
masjid tersebut. Saat itu masjid tidak hanya menjadi tempat shalat, melainkan juga
tempat menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Ini menandakan bahwa Nabi sangat
mendukung keterlibatan perempuan, tidak saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi
15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Surah Ali-Imran/3: 195
(Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).
16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 316-317.
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juga kehidupan publik. Aisyah ra adalah istri Nabi yang memiliki banyak kelebihan,
selain terkenal sebagai guru para sahabat, ahli ilmu agama, perawi hadist dan
pemimpin perang jamal.  Aisyah ra adalah istri yang sangat mendapat tempat di hati
Nabi dan beliau sangat meninggikan derajatnya. Beliau mengatakan: “Ambil
setengah dari Agamamu pada perempuan bermuka segar kemerahan ini.”17
Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih
tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi
suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi
atau ketidakadilan. Ketidakadilan gender muncul karena adanya ketimpangan relasi
antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial budaya yang kental dengan nuansa
patriarkhi sering menempatkan relasi gender secara timpang dan berujung pada
ketidakadilan gender. Dalam  Aplikasi Data dan Informasi PP dan KPA Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, patokan atau ukuran sederhana
yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan
ketidakadilan atau tidak adalah sebagai berikut :
a. Sterotype : pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau
kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.
Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun
seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan.
17 Umi Lasminah, “A study of Islam History” dalam Woman in Islam, ed. Azizah el-Habry,
pergamon press, 1982.
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b. Kekerasan : ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat tindak kekerasan
baik fisik maupun non fisik yang sering menimpa perempuan karena
perbedaan gender.
c. Beban ganda (double burden) : beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis
kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Istilah beban ganda
digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana ia harus
menanggung kedua wilayah kerja sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban
ganda biasanya terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah dan masih
harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja-kerja domestik mengurus
keperluan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan
memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara disaat
yang bersama mereka juga dituntut untuk bersikap profesional ketika
melakukan pekerjaannya di kantor.
d. Marjinalisasi : suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok
masyarakat. Jika subordinasi biasanya digunakan untuk aspek sosial-politik
maka marjinalisasi biasanya merujuk pada peminggiran aspek ekonomi,
sehingga yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Salah satu cara melakukan
marjinalisasi adalah dengan menggunakan asumsi gender.
e. Subordinasi : pada dasarnya subordinasi merupakan pengkondisian atau
penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu
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saja tidak diperhitungkan sehingga dia harus bergantung dan menjadi
subordinat pada orang lain. Subordinasi antara lain bisa disebabkan oleh relasi
gender yang timpang sehingga mengakibatkan subordinasi salah satu jenis
kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika perempuan tidak diakui dan tidak
diperhatikan.
Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang sering menjadi titik tolak
terjadinya tindak diskriminasi bagi kaum perempuan, terlebih dalam dunia kerja.
Tidak mudah untuk bisa mengalami pergerakan ke atas. Selain karena persepsi yang
sudah menjadi tradisi (mitos) bahwa perempuan itu lemah, halus perasaan sehingga
sulit bertindak tegas, kurang trengginas, dan karakter lain yang menjadi lawan dari
pria yang tegas, tegar, kokoh, cepat, dan lebih mengandalkan pikiran ketimbang
perasaan, hambatan juga muncul dari lingkungan sekeliling seperti keluarga,
masyarakat, dan tempat perempuan berinteraksi, termasuk di lingkungan kerja
mereka Dimana semestinya perempuan sudah dapat disetarakan dengan lelaki, namun
karena adanya pandangan tersebut, membuat adanya diskriminasi bagi kaum
perempuan terlebih dalam pengembangan karirnya. Begitulah inferioritas perempuan
akan selalu menderita gagap, gagu, dan gugup di di bawah gegap gempitanya
superioritas pria.
Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam
tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama.
Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik
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dan faktor psikologis sang penafsir. Menurut Amina Wadud Muhsin, tantangan yang
dihadapi sang penafsir agama saat ini adalah bagaimana memahami implikasi dari
pernyataan al-Qur’an sewaktu diturunkan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana
menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Qur’an. Umat islam kemudian harus
membuat aplikasi praktis dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi
kekinian mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya.18dalam
hubungannya dengan laki-laki dan perempuan, secara substansi ajaran Islam
mengatakan bahwa Allah swt tidak membedakan mereka. Di mata Tuhan, laki-laki
dan perempuan setara. Tetapi dalam tataran praktis, banyak ditemukan penafsiran-
penafsiran keagamaan yang justru menampilkan hal yang sebaliknya. Penafsiran
seperti itu sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang telah mengakar dalam
masyarakat selama berabad-abad sehingga sulit untuk dihilangkan.
C. Pandangan Ulama terhadap Gender
Pemahaman nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi
sebuah polemic. Persepsi berbeda yang muncul dalam kajian gender, pada akhirnya
menjadikan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama ini
tentunya tetap berakibat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi
keilmuan yang ada dalam kajian gender, dimana masing-masing mempunyai dasar
18 Amina Wadud Muhsin, Wanita dalam al-Qur’an, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 5.
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sendiri. Pandangan yang berbeda tersebut setidaknya dilakukan oleh golongan
tradisionalis dengan golongan modernis.19
Biasanya secara tradisional dikatakan, seperti yang termuat dalam banyak
kitab-kitab fiqih dan tafsir klasik bahwa pembagian kerja laki-laki dan perempuan
disusun atas dasar hirarkis. Sehingga kesan yang muncul dari pemahaman Islam
tradisional adalah kuatnya hegemoni kaum pria terhadap kaum wanita.20 Penafsiran
tentang adanya hirarki pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berarti ada
satu yang lebih tinggi. Menurut pemahaman tradisional pada umumnya sama, yaitu
kaum laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Argument ini didasarkan pada
fiman Allahswt pada QS. An-Nisa’/4: 34 sebagai berikut:
                  
                   
                    
         
Terjemahnya:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari
19 Marzuki Wahid, Post-Tradisionalisme Islam; Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia,
dalam jurnal Tashwirul Afkar, edisi no.10, 2001, h. 23.
20 Faisar Ananda Arfa, Wanita Dalam Konsep Islam Modernis (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2004), h. 100.
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harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah
memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha besar.”21
Makna dari ayat tersebut yaitu seorang suami yang telah menafkahkan
sebagian hartanya merupakan suatu kelaziman sehingga para wanita diwajibkan
mematuhi suaminya sebab ada hak dari kewajiban suami yang membayar mahar
tersebut yaitu mendapatkan penghormatan dari istrinya, akan tetapi suami wajib
ditaati istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak
pula bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak.
Berawal dari ayat tersebut, muncul persepsi bahwa kaum laki-laki mempunyai
tugas-tugas besar, seperti sebagai Nabi, ulama dan imam, laki-laki pula yang berperan
dalam jihad, adzan, shalat jum’at, khutbah, takbir, persaksian, wali dalam penikahan
anak perempuannya hingga pada masalah cerai dan rujuk. Sebaliknya, perempuan
tidak mempunyai otoritas tersebut. Dengan begitu, hirarki dan argument superioritas
laki-laki atas perempuan ada keabsahan teologis. Stereotip perempuan adalah
emosional, penurut dan penyayang menjadi argument mendasar yang nantinya
membenarkan peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya justru
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah An-Nisa’/4: 34 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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dianggap sebagai kodrat perempuan.22Dalam merespon isu tentang gender, para
pemikir modern biasanya memberikan pemahan bahwa dalam relasi gender antara
laki-laki dan perempuan tidak memuliakan salah satu dari keduanya, melainkan
memuliakan keduanya dalam kesederajatan bukan hirarki.23
Pemahaman seperti ini biasa terlihat dari model penafsirannya yang berbeda
dengan mufassir terdahulu. Misalnya dalam hal kepemimpinan, dalam QS. An-
Nisa’/4: 34, sejumlah pemikir modern berusaha menafsirkan antara lain:
1. Asghar Ali Engineer menafsirkan bahwa qawwamuna dalam surah An-
Nisa’/4: 34 disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum
perempuan saat itu posisinya sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap
sebagai kewajiban. Sementara laki-laki menganggap dirinya unggul karena
kekuasaan dan kemampuan mencari dan pernyataan kontekstual bukan
normatif.24
2. Fazlur Rahman berpendapat bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas
perempuan disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian
yang lain. Karena laki-laki memberi nafkah dari sebagian hartanya. Hal itu
tidak bersifat hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang istri di bidang
22 Siti Ruhaini Dzaftayain, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam
Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 40.
23 Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta:
Raja Grafindo, 2004), h. 544.
24 Asghar Ali Engineer, The Right of Women in Islam, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha
Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h. 62.
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ekonomi dapat berdiri serta memberi sumbangan bagi kepentingan rumah
tangganya, maka keunggulan suamipun berkurang.25
3. Amina Wadud Muhsin, yang sejalan dengan Fazlur Rahman menyatakan
bahwa qawwamuna yang oleh sebagian besar diidentikkan dengan
superioritas laki-laki atas perempuan, tidak dimaksudkan superior secara
otomatis melekat pada laki-laki. Menurutnya itu terjadi secara fungsional
dimana selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur’an yaitu
memiliki kelebihan dan memberikan nafkah.26
Ketiga pemahaman tersebut dikemukakan dengan alasan bahwa, Islam datang
ditengah-tengah masyarakat yang secara mendasar memandang rendah kaum wanita.
Hal ini terjadi karena asumsi berbeda tapi saling memperkuat. Asumsi matrealistik
masyarakat yang menempatkan kaum wanita pada posisi rendah karena sedikitnya
peranan wanita dalam proses produksi dan ekonomi. Kedua, asumsi teologis yang
dianut masyarakat madinah pada saat itu dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut,
yaitu wanita dipandang rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu menurutnya
Islam memandang perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan tidak punya
pengaruh apa-apa dalam menentukan derajat kemanusiaan seseorang di hadapan
25 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Terj. Anas Muhyiddin, Tema-tema Pokok Al-
Qur’an (Bandung: Pustaka, 1996), h.72.
26 Amina Wadud Muhsin, Qur’an and Women, Terj. Abdullah Ali, Qur’an Menurut
Perempuan: Meluruskan Gender dalam Tradisi Tafsir (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 156-
158
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Tuhan. Munawir Syadzali menyatakan bahwa menurut Islam, kedudukan laki-laki
dan perempuan adalah sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas gender.27
D. Kesetaraan Gender dalam Islam
Islam hadir di dunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai
bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi
tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian
pula jika terjadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan
dengan menggunakan dalil Agama adalah alas an yang dicari-cari sebab, bila ditelaah
lebih dalam tidakada satupun teks baik al-Qur’an maupun hadis yang memberi
peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar
manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan
kemaslahatan.28
Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama.
Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal.
Pertama, dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak
kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya.
Kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki
memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.
27 Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 58-59.
28 Musdah Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam, h. 75.
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Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak
adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Hujurat/49: 13.
sebagai berikut:
                         
          
Terjemahnya:
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.”29
Penggalan pertama ayat di atas sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar pengantar untuk
menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak
ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga nilai perbedaan
pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada
kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ini yakni “sesungguhnya yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa.” 30
29 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah Al-Hujurat/49: 13 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
30 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 260.
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Dari ayat tersebut di atas tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki
dan perempuan diatur dalam norma agama. Ayat tersebut sekaligus memberikan
penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari
bangsa dan suku yang berlainan.
Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan di
kodratkan untuk memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi mulai dari hamil,
menstruasi dan menyusui. Sedangkan organ reproduksi laki-laki tidak dapat
melakukan hal tersebut. Sistem organ laki-laki dan perempuan berimplikasi dalam
pembentukan sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan.
Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikontruksi oleh budaya untuk
memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan sejenisnya. Sifat
inilah yang sering disebut feminism. Sedangkan laki-laki dengan perangkat fisiknya
diberi atribut sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkasa, jantan dan bahkan kasar.31
Secara jelas, hubungan antar jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam
ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 35.
                          
                     
                      
31 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis (Cet. I;
Purwakarto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 17.
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                    
  
Terjemahnya:
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang
banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar”.32
Jika kita meletakkan ayat diatas secara bersama-sama dan melihatnya tepat
sesuai dengan dimensi waktu, jelaslah bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin
atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Lalu bagaimana dengan kemunculan beberapa
hadis yang terkesan memojokkan perempuan, sehingga membentuk rasa benci
terhadap Perempuan? Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (hubungan
gender) ada sebuah hadis yang sangat popular dan terkesan memojokkan perempuan,
yaitu: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya
kepada seorang perempuan.”
Pembacaan hadis diatas harus dilakukan secara kritis. Hadis ini tidak dapat
dipertahankan bila dihadapkan pada bukti-bukti sejarah. Bahkan Islam sendiri
mengabadikan kesuksesan kepemimpinan perempuan sebagaimana dilukiskan dalam
diri Ratu Balqis.
32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah Al-Ahzab/33: 35 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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Bagaimana pula terhadap hadis yang mengatakan bahwa perempuan berasal
dari tulang rusuk yang bengkok? Dalam sebuah hadis disebutkan: Dari Abu Hurairah
berkata, “Nasehatilah olehmu wanita, sebab wanita itu tercipta dari tulang rusuk
yang bengkok, jika kau paksa meluruskannya dengan kekerasan, pasti dia akan
patah, dan jika kau biarkan tentu dia akan tetap bengkok, karena itu, nasehatilah
olehmu wanita.”
Hadis tersebut memberikan kesan bahwa perempuan merupakan ciptaan
kedua, sementara laki-laki merupakan ciptaan pertama dan utama. Tentu saja laki-laki
yang dimaksud disini adalah Adam dan perempuan adalah Hawa.
Ketika hadis ini diuji dan diperbandikan dengan ayat-ayat al-Qur’an ada 30-an
ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Tak satupun ayat yang dapat
ditafsirkan sebagai penegasan atau merujuk pada keyakinan bahwa laki-laki
diciptakan terlebih dahulu ketimbang perempuan atau bahwa perempuan diciptakan
dari laki-laki. Bahkan Rifaat menemukan dengan mengacuh pada Q.S. Al-Araaf/7:
189; dan Q.S. Az-Zumar/39: 6. Beberapa ayat dapat ditafsirkan bahwa penciptaan
pertama (Nafsin wahidah) justru bersifat perempuan bukan laki-laki.33
Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan
merupakan hubungan kemitraan yang sejajar. Sekali lagi ini dijelaskan dalam
firmannya Q.S. at-Taubah/9: 71.
33 Riffat Hassan, Muslim Woman and Patriarchal Islam (Orbis Book: Maryknoll, 1991).
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                             
                      
        
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”34
Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang mu’min, baik pria maupun wanita
saling menjadi pembeli diantara mereka. Selaku mu’min ia membela mu’min lainnya
karena sehubungan seagama dan lebih-lebih lagi mu’min itu saudaranya karena
hubungan darah. Wanitapun selaku mu’minah turut membela saudari-saudarinya dari
kalangan laki-laki mu’min karena sehubungan agama dan sesuai dengan fitrah
kewanitaannya sebagaimana istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat yang
turut pula dalam medan perang bersama-sama tentara Islam untuk tugas menyediakan
air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mu’min itu sesame mereka
terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling
mengasihi dan saling menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia
kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan tembok yang
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah at-Taubah/9: 71 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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saling kuat- menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat
Allah.
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BAB IV
ANALISIS PANDANGAN ISLAM TENTANG WANITA KARIR
PERSPEKTIF GENDER SERTA DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF
WANITA KARIR DI INDONESIA
A. Pandangan Islam tentang Wanita yang Berkarir
Islam berasal dari kata salam yang berarti damai, selamat, sejahtera, tunduk
dan berserah diri.1 Makna yang terkandung di dalam Islam adalah kedamaian yang
sempurna yang terwujud apabila seseorang tunduk kepada Allah swt. Setiap manusia,
laki-laki maupun perempuan dapat sampai pada kedamaian tersebut jika tunduk dan
patuh kepada Allah swt.
Pembawa Islam, Muhammad saw, adalah tokoh sejarah yang telah berhasil
membawa perubahan besar bagi peradaban umat manusia. Ia berjuang untuk
meningkatkan aspek ruhaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam
kebiadaban. Di antara misi pokok yang di emban Muhammad saw ialah menjunjung
tinggi derajat dan martabat perempuan. Beliau telah melakukan proses awal dalam
membebaskan kaum perempuan dari cengkeraman teologi, mitos dan budaya jahiliah.
Dalam budaya jahiliah, kaum perempuan dianggap membawa sial, oleh karenanya
setiap lahir bayi perempuan harus dikubur hidup-hidup.
1 Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1984), h. 655.
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Muhammad saw datang dengan membawa wahyu dari Allah yang intinya
mengutuk keras setiap pelanggaran atas hak hidup setiap manusia, khususnya
perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nahl/16: 58-59 sebagai berikut:
                          
                 

Terjemahnya:
“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia
menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan
menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-
hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”2
Sebelumnya telah disebutkan bahwa orang-orang musyrik menganggap
malaikat sebagai anak perempuan Allah. Ayat inni menyebutkan, “mereka
menisbatkan hal yang tidak benar mengenai para malaikat dan Allah, padahal mereka
sendiri menilai anak perempuan menistakan mereka. Bila seseorang mengabarkan
kepada mereka bahwa istrimu melahirkan anak perempuan, kontan wajahnya merah
menanggung malu dan menyembunyikan dirinya dari masyarakat. Orang seperti ini
berpikir mampukah ia menanggung penghinaan ini. Untuk keluar dari kondiri
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah an-Nahl/16: 58-59 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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kejiwaan yang semacam ini, ia bahkan tega menguburkan anak perempuannya dalam
keadaan hidup.”
Disebutkan dalam sejarah bahwa alasan terpenting orang-orang arab
menganggap hina anak-anak perempuan dikarenakan mereka hidup di lingkungan
padang pasir yang biasanya tidak pernah terlepas dari perang. Tentu saja dimedan
peran anak perempuan tidak punya kemampuan untuk berperang. Selain itu, bila
sebuah kabilah kalah dalam berperang, maka anak-anak perempuannya akan ditawan
oleh musuhnya untuk dijadikan budak dan diperlakukan secara semena-mena. Namun
dimasa jahiliah itu al-Qur’an dan Islam menganugerahkan nilai yang tinggi kepada
anak perempuan. Nabi Muhammad saw sendiri memperlakukan kaum perempuan
dengan baik seperti perlakuan beliau kepada anak dan para istrinya.
Perempuan dalam Islam mendapat perhatian istimewa. Pembicaraan tentang
perempuan disinggung dalam sembilan surah salah satunya yaitu surah an-Nisa’/4
terdiri dari 176 ayat yang di dalamnya hanya membahas tentang wanita. Belum lagi
ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran perempuan sebagai tokoh yang patut
diteladani, antara lain Maryam ibunda Nabi Isa as, kisah ratu Balqis sebagai
pemimpin negara super power, dan istri Fir’aun yang terkenal teguh Imannya.
Di Indonesia sendiri , ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan
keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dia
merupakan pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak-
hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah
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persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan
wanita turut aktif pada ramah publik saat itu. Juga Cut Nyedin yang merupakan
pahlawan wanita yang berasal dari daerah aceh yang juga berhasil membuktikan
keterlibatan perempuan dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Hal
tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan wanita dalam ranah
public sudah berlansung lama. Dalam konteks Islam, kesetaraan manusia,
penghormatan atas martabatnya dan keharusan mewujudkan keadilan sosial dan
hukum diungkapkan dalam banyak sekali teks-teks al-Qur’an seperti dalam Q.S. al-
Taubah/9: 71. Sebagai berikut:
                          
                      
        
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.3
Sangat jelas bahwa dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa keunggulan manusia
hanyalah atas dasar ketaqwaannya kepada Tuhan. Dan bahwa laki-laki dan
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah at-Taubah/9: 71 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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perempuan dituntut untuk bekerja sama melakukan peran-peran sosial, kebudayaan,
dan politik dalam maknanya yang luas. Di ranah publik, Islam juga membuka akses
yang adil bagi perempuan. Aktifitas mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan
transaksi, dan bahkan aktivitas politik juga dibuka untuk perempuan. Dalam hal
politik sosok figure seorang perempuan yang aktif  dalam berpolitik yaitu mantan
Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri beliau merupakan perempuan
pertama di Indonesia yang membuktikan bahwa perempuan tidak hanya mampu
menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya tetapi beliau juga mampu menjadi
pemimpin bangsa dan negara.
Isu yang paling mendasar dan paling krusial adalah soal kepemimpinan
perempuan dalam rumah tangga. Tidak ada teks fiqh manapun yang memberikan hak
kepemimpinan kepada perempuan. Meskipun secara faktual dalam banyak
pengalaman kehidupan domestik, perempuan mampu bahkan sukses memimpin
rumah tangga, akan tetapi pandangan fiqh tetap saja menganggapnya tidak sah dan
bertentangan dengan Agama dan kodratnya.4 Dimana dalam hal ini kodrat dan
Gender  sudah tidak dapat dibedakan lagi, banyak kalangan tertentu yang
menganggap bahwa kodrat wanita itu adalah menjadi ibu dan istri padahal itu
merupakan konstruksi peran yang terbentuk oleh budaya dan hal tersebut tidak
mutlak dan dapat berubah sesuai berubahan zaman hal inilah yang disebut dengan
gender atau pembagian peran sosial. Sedangkan kodrat itu sendiri adalah sesuatu
4 Al-Asybah wa al Nazhair, pasal “Al-Qaul fi Ahkam al Untsa Tukhalif al Dzakar”, Maktabah
Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, Indonesia, h. 151-153.
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yang sudah melekat pada diri sejak lahir dan bersifat mutlak atau tidak dapat di
rekonstruksi kembali seperti Menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hal itulah
yang menjadi kodrat seorang wanita yang mana hal tersebut tidak dapat diubah.
Kesetaraan gender sendiri dirumuskan menjadi empat yaitu:
1. Akses
Dimana akses yang sama diberikan untuk laki-laki maupun perempuan.
Seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, akses untuk mendapatkan pekerjaan
dan lain-lain.
2. Partisipasi
Partisipasi dalam hal ini yaitu partisipasi dalam hal mendapatkan promosi
recruitmen jabatan, dimana jababan untuk ketua tidak boleh hanya untuk laki-laki
tetapi perempuan juga menhak berpastisipasi dalam mendapatkan promosi jabatan
tersebut.
3. Kontrol
Kontrol yang dimaksudkan adalah wanita juga diberi hak control terhadap
karyawan yang akan di rekrut, mereka juga harus turut andal dan memberikan
sumbangsih mereka agar mereka tidak hanya tau langsung bahwa ada karyawan baru
tetapi mereka juga ikut andil dalam pengontrolannya.
4. Manfaat.
Manfaat yang dimaksudkan yaitu sarana dan prasarana yang diperoleh wanita
dalam tempatnya bekerja, contohnya berupa transportasi yang tidak hanya didapat
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oleh kaum laki-laki tetapi juga didapat oleh kaum wanita, tempat wudhu yang
berbeda dengan laki-laki, tempat menyusui serta toilet yang lebih banyak laki-laki.
Selain ini ada juga tindakan afirmasi menuju kesetaraan dimana tindakan
afirmasi ini berupa pemberian perlakuan berbeda, misalnya, perempuan yang hamil
diberi cuti hamil dan melahirkan sehingga mereka tetap dapat memberikan kontribusi
pada negara melalui pekerjaannya dan sekaligus memenuhi peran reproduksi yang
bersifat kodrati.5
Dalam bidang kepemimpinan, Islam bertolak dari status manusia sebagai
khalifah di muka bumi. Akhir surah Al-Ahzab mempertegas bahwa kekhalifahan
manusia di muka bumi sebagai pengemban amanat Allah swt untuk mengolah,
memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak berbeda
antara laki-laki dan perempuan. Ini yang di dalam hukum disebut taqlidiyyah. Di situ
disebutkan bahwa setiap manusia adalah mukallaf (penerima amanat).6
Dalam sistem yang lebih besar dan kompleks, hubungan antara laki-laki dan
perempuan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan pola perilaku yang
mencerminkan penerimaan dari pihak laki-laki atau perempuan terhadap kedudukan
tiap-tiap jenis kelamin. Proses ini dikuatkan oleh realitas banyak kebudayaan bahwa
posisi laki-laki berada lebih tinggi secara struktural dibandingkan dengan perempuan.
5 Siti Aisyah Kara, Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya, ( Makassar: Alauddin
University Press, 2016), h. 19.
6 Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif
Islam, (Bandung: Mizan, 1999), h. 69.
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Berdasarkan hal ini perempuan memiliki kecenderungan yang kuat untuk bergantung
kepada laki-laki. Sebaliknya laki-laki memiliki kekuasaan untuk mengontrol
perempuan dalam berbagai hal7. Hal ini berbeda dengan UU Pemberdayaan
Perempuan, Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2
ayat a dalam UU pemberdayaan Perempuan maka dilakukan melalui memberikan
akses terhadap perempuan dan anak terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta
mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial.
Adapula UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana hak
asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung
ataupun tidak langsung didasrkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin dan
keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan dan penghapusan hak
asasinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya.
UU HAM merupakan pemberian kebebasan kepada setiap individu untuk
mensejahterakan hidupnya tanpa ada diskriminasi. Hal ini bertolak belakang dengan
7 Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, Gender dan Inferioritas Perempuan, (Cet. II;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 83.
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budaya partiarki yang berkembang di Indonesia dimana perempuan dianggap selalu
dibawah laki-laki.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara formal tidak memuat hal-
hal yang bersifat diskriminatif gender. Secara normatif tidak membuat pembedaan
antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam UUD 1945 pasal 27, menyatakan
bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian,
perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak hukum dalam semua bidang
kehidupan, termasuk persamaan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam
konteks Islam, pandangan ahli hukum Islam klasik; Ibnu al Qayyim al Jauziah
mengemukakan bahwa adalah tidak masuk akal jika hukum Islam menciptakan
ketidakadilan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks ketuhanan. Jika itu yang
terjadi, maka pastilah interpretasi atasnya dan rumusan-rumusan hukum positif
tersebut mengandung kekeliruan.8
Menurut Dr. Nasaruddin Umar dalam “Jurnal Pemikiran Islam tentang
Pemberdayaan Perempuan” ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip
kesetaraan gender ada dalam al-Qur’an, yakni:
a. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Hamba.
Menurut Q.S. al-Zariyat/51: 56.
         
8 Ibnu al Qayyim al Jauziah, I’lam al Muwaqqi’in (Cairo: Mathabi al Islam, 1980), h. 3.
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Terjemahnya:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.”9
Dalam ayat ini tugas pokok manusia yaitu hanya menyembah kepada allah
baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pengecualian bagi keduanya , karena itu
manusia mempunyai tugas pokok yang wajib mereka jalani akan tetpi Allah swt tidak
melarang hambanya untuk mengerjakan tugas-tugas duniawi yang lain selama hal
tersebut masih sejalan dengan ajaran Islam
Dalam kapasitas sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan
perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama menjadi hamba
ideal. Hamba ideal dalam al-Qur’an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang
bertaqwa, dan untuk mencapai derajat mutaqqum ini tidak dikenal adanya perbedaan
jenis kelamin, suku, bangsa atau etnis kelompok tertentu.
b. Perempuan dan Laki-laki Sebagai Khalifah di Bumi
Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi ditegaskan dalam Q.S. al-
Anam/6: 165, dan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata
“khalifah” tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya baik
laki-laki maupun perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang
akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.
c. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengembangkan amanah dan menerima
perjanjian awal dengan Tuhan seperti dalam Q.S. al-Araf/7: 172. Yakni ikrar akan
keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah al-Dzariyat/51: 56
(Surabaya:Mahkota Surabaya, 1999).
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manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki
dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur’an juga
menegaskan bahwa allah memuliahkan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan
jenis kelamin (Q.S al-Isra’/17:70)
d. Adam dan Hawa Terlibat Secara Aktif Dalam Drama kosmis.
Semua ayat menceritakan drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan
Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan ketertiban keduanya
secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang(huma), yakni kata
ganti untuk adam dan hawa. Yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:
 Keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. al-
Baqarah/2: 35).
 Keduanya mendapat godaan yang sama dari setan (Q.S al-Araf/7: 20).
 Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. al-Araf/7:
23).
 Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan
saling membutuhkan (Q.S. al-Baqarah/2: 187).
e. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi.
Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-laki
dan perempuan ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat: Q.S. Ali-Imran/3: 195;
Q.S. an-Nisa’/4: 124; Q.S. an-Nahl/16: 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep
kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi
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individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir professional, tidak mesti di
dominasi oleh satu jenis kelamin saja.
B. Peran Politik Perempuan dalam Syari’ah Islam
Di dalam konteks Indonesia, istilah syari’ah Islam bukan semata-mata
syari’ah yang didasarkan pada al-Qur’an dan sunnah nabi yang sangat bisa ditafsirkan
dan diperbaharui lagi cara pemahamannya. Tetapi syariah Islam di Indonesia menjadi
istilah politis, masing-masing kelompok manggunakan istilah ini secara berbeda
dengan kelompok lain. Bahkan ada kelompok dalam masyarakat Islam yang
memandang bahwa syari’ah merupakan identitas kelompok mereka.
Syariah yang dicita-citakan oleh  kelompok Islam konservatif menjadi dasar
negara Islam nampaknya tetap kurang memperhatikan perempuan. Hal ini sebenarnya
sangat wajar karena syariah menurut pandangan Islam konservatif adalah produk
kaku masa lalu yang tidak bisa diubah.  Kelompok ini tidak mendukung bahwa peran
politik perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh kaum perempuan muslim secara
keseluruhan. Kaum perempuan menurut kelompok ini ditugaskan secara khusus
untuk mengurus hal-hal yang bersifat domestik, misalnya mengurus rumah tangga,
mendidik anak, dan melaksanakan tuags-tugas lainnya yang masih berada dalam
wilayah domestik. Sedangkan dunia publik menjadi wilayah kaum laki-laki.
Kelompok ini merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang menurut mereka
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tidak pernah memberikan kesempatan perempuan untuk berkiprah dalam bidang
politik praktis.
Ibnu Katsir menafsirkan surah an-Nisa’/4: 34, al-Baqarah/2: 228 bahwa laki-
laki memiliki kelebihan untuk menangani urusan public terutama urusan politik, dan
sebaliknya surah al-Ahzab/33: 34 dipahami sebagian ahli tafsir sebagai ayat yang
mengharuskan perempuan untuk diam di dalam rumah.10
Pandangan konvensional di atas yang memperlakukan syari’ah historis ini
jelas tidak akan memberikan peranan politik kepada perempuan. Amina Wadud
menyatakan bahwa teori sosial politik konvensional perempuan tetap menjadi kelas
kedua, karena mereka tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.11
Namun di samping mereka yang memiliki pandangan seperti di atas, ada
kelompok lain yang sangat mendukung bahwa peran politik perempuan merupakan
hak yang dimiliki oleh kaum perempuan sebagaimana juga dimiliki kaum laki-laki.
Peran politik disini adalah peran politik secara diskursif dan praktis seperti menjadi
eksekutif, legialatif maupun yudikatif. Kelompok ini memandang bahwa kaum
perempuan diizinkan untuk memangku jabatan politik seberat yang dipangku oleh
kalangan laki-laki. Secara normatif kelompok ini juga mendasarkan diri kepada
10 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam
Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 191-192.
11 Amina Wadud, “ The Qur’an, Shari’a and the Citizenship Right of Muslim Women in the
Umma”, dalam Norani Othman (ed.), Shari’a Law and the Modern Nation-State, (Malaysia:SIS,
1994), h. 10.
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sumber-sumber Islam seperti al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Kelompok inni selalu
menyitik ayat-ayat al-Qur’an yang menyuarakan tentang keadilan dan kesetaraan.
Sebagaimana dalam surah at-Taubah/9: 71 sebagai berikut:
                          
                      
        
Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”12
Oleh kelompok ini dipahami sebagai ayat yang menyetarakan laki-laki dan
perempuan dalam memiliki hak dan kesempatan dalam politik. Dari ulama klasik
kelompok ini didukung oleh al-Thabari, Ibnu al-Tsaur dan al-Muzani. Dalam konteks
peran politik perempuan, kelompok yang kedua inilah yang cocok sebagai masukan
bagi penyusunan muatan syari’ah Islam.
Dari dua alternatif pemikiran di atas, yang lebih menghargai nilai kemanusian
adalah pandangan yang kedua. Dari pandangan yang kedua ini, kita tidak hanyak
mendapatkan kesesuaian dengan misi agama, tetapi juga mendapatkan kesesuaian
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah at-Taubah/9: 71 (Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
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dengan misi kemanusiaan yang dikehendaki oleh agama, yaitu kesetaraan dan
keadilan.
C. Nilai Positif Dan Negatif Wanita Karier
Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan
negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya
dalam hubungan dengan kaum lelaki. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh
wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari
oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh
Islam.
1. Nilai positif bagi wanita karier
Berkarier bagi wanita di satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun di sisi lain,
pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi
wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.
1. Ekonomi
Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi
dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang
penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan
ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya
diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit
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keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi
penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Psikologi
Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-
produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk
wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan
akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi
menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh
pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini,
wanita menjadi lebih percaya diri.
3.Sosiologis
Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang
menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah
atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya.
Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih
tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satu-satunya faktor yang
melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita
dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang
merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut
merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.
4.Religius
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Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau
amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah
secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka
kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita
itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya,
melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yan dilarang
oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Hal yang demikian ini telah
pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu’aib, sebagaimana disebutkan dalam
QS. Al-Qashash/28: 23 sebagai berikut:
                 
                        
 
Terjemahnya:
“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana
sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai
di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat
(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?"
kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang
bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".13
Pada prinsipnya Islam tidak melarang mereka bekerja di dalam atau di luar
rumah, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau
malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dengan suasana terhormat, serta selama
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Surah Al-Qashash/28: 23
(Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).
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mereka dapat memelihara tuntutan agama serta dapat menghindarkan dampak-
dampak negative dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan
lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan
membutuhkannya, seperti jika seseorang akan melahirkan dan tidak ada bidan yang
membantunya kecuali dia, ataukah dia selaku pekerja membutuhkannya demi
kelagsungan hidupnya atau hidup anak-anaknya.14
Berdasarkan pengamatan, zaman sekarang ini  kinerja kaum wanita dinilai
lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang  mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari
aspek keuletan dan ketelitian para pekerja  wanita  ditambah dengan  perasaan yang
lembut di setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan
memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan.
Dan dalam hal ketegasan wanita juga bias lebih tegas dari laki-laki, contohnya dalam
hal pengambilan keputusan. Dalam segi keuletan kaum wanita lebih unggul daripada
kaum pria, hal itu terbukti dengan  banyaknya kaum wanita yang lebih aktif dan
berprestasi dari pada kaum pria. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian)
dimana banyak ditemukan  bahwa kaum wanita sedikit lebih menonjol dari pada
kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan
peranan dan posisi kaum wanita .Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang
didominasi kaum wanita seperti  jabatan sekretaris dan juga bendahara yang selalu
14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), h. 332.
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dipercayakan kepada kaum wanita, selain sekertaris dan bendahara wanita juga
mampu menjadi ketua dalam suatu kelompok.
2.Nilai negatif wanita karier
Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki
atau dengan kata lain supaya  menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat
riskan. Karena, selain akan menjurus kapada ikhtilath (percampuran) antara mereka,
kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak relevan
dengan nash-nash syara’, yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah
tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.15
Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan
pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh
buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun
bukti pembenarannya.16 Di antaranya yaitu:
a) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang
membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
b) Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan
muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
15 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Fatwa-fatwa Kewanitaan, (Jakarta:
Firdaus,1994), h. 21.
16 Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, Wanita Karir: Profesi di Ruang Publik yang
Boleh dan Yang di Larang Fiqih Islam, Terj. Zulfan, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I , 2010), h. 15.
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c) Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka,
bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah
pada lelaki.
d) Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan
meninggalkan rasa kasih sayang anakanaknya serta menghianati peraturan rumah
tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
Oleh karena itu Allah memerintahkan kaum wanita agar berhijab, dikarenakan
karakter manusia berbeda-beda. Ada yang jahat ada yang baik, ada yang suci dan ada
yang kotor. Dan hijab itu sendiri dapat mencegah perbuatan yang mengundang fitnah
dan dapat mensucikan hati semuanya serta dengan berhijab dapat menghindari
beberapa dampak negatif dari wanita berkarir. Dasarnya adalah firman Allah swt
dalam QS.Al-Ahzab/33: 33 sebagai berikut:
                     
                    
        
Terjemahnya:
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
84
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan
membersihkan kamu sebersih-bersihnya.17
Wanita karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung
berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri
keibuannya tidak terganggu oleh karier mereka? Mereka menjawab, kami justru
menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga
dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi
kontroversi yang sulit menemukan titik akhir. Keterlibatan wanita dalam bidang
pekerjaan bukan sekedar soal faktor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut
beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi
pikiran ini bukan berarti menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa
dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alatalat
elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria dan wanita, tanpa perbedaan.18
Wanita dalam meniti karier masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum
banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan
tertentu. Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena
dalam meniti karier selalu menoleh ke belakang. perempuan selalu mendengarkan
penilaian masyarakat yang tak jarang memberi nilai negatif, karena tidak bekerja
sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu,
dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut. Wanita
17 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Surah Al-Ahzab/33: 33 Surabaya:
Mahkota Surabaya, 1999).
18 Save M. Dagun, Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi,
Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 124-125.
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diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan
kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal
dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama,
yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya
lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang. Menurut Kamus Dewan,
wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi
kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup
karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai
pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.
Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya
akan mendapat imbalan uang.19 Meskipun imbalan tersebut tidak langsung
diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan
keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri
yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa
lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari
perdagangan. Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah
laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier
mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang
berkaitan dengan perannya dalam sistem reproduksi dan hakikat keibuan serta
19 Omas Ihromi, Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya, dalam Toety Hearty Nurhadi dan
Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional, Pusat
Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, h. 38.
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pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi
berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.20 Wanita
dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai
peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan
penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak
wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum
lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya
masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan
fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan
mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya. Secara umumnya, wanita
adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam
pembentukan masyarakat sangat penting dan sangat bermakna . Oleh karena itu,
wanita perlu memahami tentang kadudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan
oleh syari’at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu,
anggota masyarakat dan pemimpin.
C. Analisis Penulis tentang Wanita Karir Perspektif Gender.
Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik
antara pria maupun wanita, bangsa, suku, ras dan keturunan. Perbedaan di antara
20 2 Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis (Tiara
Wacana:Yogyakarta, 1993), h. 56.
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mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan
ketaqwaannya.21
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan kata wanita sebab wanita
berasal dari kata “Wani ditata” yang dalam kultural jawa di artikan sebagai wanita
yang bersedia diatur. Penindasan terhadap wanita merupakan peninggalan era
jahiliyah dimana saat ini itu wanita dianggap barang yang dapat dijual dan diwariskan
kepada orang lain. Pada zaman modern ini penindasan terhadap wanita bukannya
sudah tidak ada melainkan hanya berubah sebutan saja yang biasa di sebut dengan
gender.
Gender yaitu perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik
emosional antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan peran sosial dalam
masyarakat. Jadi gender itu sendiri bukan kodrat melainkan pelabelan masyarakat
terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki harus memainkan peran
maskulin, keras, dan rasional. Sedangkan wanita yaitu feminim, lemah lembut, dan
emosional.
Sedangkan wanita karir yaitu wanita yang mampu mengelola hidupnya secara
menyenangkan atau memuaskan, baik dalam kehidupan professional dan di dalam
membina rumah tangganya.
Pada dasarnya ada beberapa faktor wanita berkarir, diantaranya:
21 M. Quraish Shihab, “Konsep Wanita Menurut Al-Qur’an, Hadis dan Sumber-sumber
Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan
Kontekstual (Jakarta: INS, 1993), H. 3.
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1. Untuk mengisi waktu. Biasanya alas an ini dikemukakan oleh seorang
wanita yang suaminya bekerja di kantor dan sudah memenuhi nafkah
lahir.
2. Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dikemukakan oleh wanita
yang sudah bersuami namun kebutuhannya belum tercukupi.
3. Untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang benar-
benar tidak bersuami dan tidak ada yang bisa menafkahinya dan
keluarganya secara lahir.
4. Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri
terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena
kekurangan, banyak wanita yang menggunakan kesempatan ini untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya.
5. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang mengakibatkan wanita
terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan perannya dirumah
saja, akan tetapi mereka lebih senang untuk menyalurkan ilmu yang di
dapatkannya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Perempuan karir adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai
profesi yang berbeda-beda. Perempuan karir di dalam masyarakat saat ini sudah
menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi pelaku perempuan karir itu sendiri.
Masyarakat mulai membuka diri untuk perempuan karir dengan menyatakan
bahwa perempuan karir diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah
sebagai perempuan. Pendapat mengenai kedudukan suami dan istri dalam
keluarga di Indonesia, masih berasaskan patriarkhi, dengan mengatakan bahwa di
dalam urusan rumah tangga, perempuan masih berkedudukan di bawah suami. Di
dalam ranah publik sudah ada keterbukaan pemikiran bahwa perempuan bisa
memiliki jabatan dalam pemerintahan tetapi perempuan yang aktif dalam
pemerintahan atau memiliki jabatan ini oleh sebagian kalangan dianggap
menyimpang dari kodratnya. hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi
gender telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi sebagian besar
wanita di Indonesia. Diskriminasi ini terjadi karna masih kuatnya nilai-nilai
tradisional terutama dipedesaan, dimana perempuan kurang memperoleh akses
terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, politik dan aspek-aspek
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lainnya. Implementasi ilmu agama di dalam kehidupan perempuan karir di
Indonesia terlihat pada antusias perempuan dalam membagi waktu antara
pekerjaan dan keluarga. Bagi perempuan karir di Indonesia seberapun tinggi
jabatan yang dimiliki menghormati suami adalah cara mengimplementasikan
ajaran Islam dalam kehidupan, karena di dalam Agama Islam sendiri larangan
wanita bekerja atau berkarir tidak ada selama mereka tidak mengingkari
kodratnya untuk tetap menjalankan sistem reproduksinya sebagai perempuan.
2. Perempuan bekerja memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak
negatifnya yaitu sedikitnya pergaulan dengan anggota keluarga serta kurangnya
kasih sayang terhadap anak, sedangkan dampat positif dari wanita berkarir yaitu
mereka bisa mengaktualisasikan diri dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat,
memiliki banyak relasi dan pengalaman serta membantu mencukupi kebutuhan
keluarga. Karenanya manfaat wanita berkarir lebih banyak daripada mudharatnya.
B. Saran
Pendidikan kesetaraan gender mestinya diberikan kepada seluruh lapisan
masyarakat agar keberadaan perempuan yang mulai banyak bekerja di luar rumah
tidak menjadi bentuk penindasan kultural. Serta adanya himbauan kepada seluruh
perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam memajukan posisi dan kondisi kita
dalam berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan pengetahuan dan
penyebarluasan informasi serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan dan juga
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politik guna memajukan diri sendiri agar kita menjadi perempuan yang cerdas dan
berakhlak sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an.
92
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an.
al-Hasany Ahmad Zahra, Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif
Islam Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
al Jauziah, Ibnu al Qayyim. I’lam al Muwaqqi’in. Cairo: Mathabi al Islam, 1980.
Al-Maragi, Ahmad Mustafa. Tafsir Al-Maragi, Semarang: PT Toha Putra
Semarang, 1982.
al-Nazhair, Al-Asybah wa. Pasal “Al-Qaul fi Ahkam al Untsa Tukhalif al
Dzakar”, Maktabah Dar Ilya al Kutub al Arabiyah, Indonesia.
Anwar, Rosihon. Melacak Unsur-unsur Israilyat dalam Tafsir al-Tabary dan Tafsir
Ibn Kasir. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
al Suyuthi, Abd al Rahman, Al Asybah wa al Nazhair, Maktabah Dar Ihya al
Turats al Arabiyah, Indonesia.
Arfa, Faisar Ananda. Wanita Dalam Konsep Islam Modernis. Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2004.
Ar-Rahman, Aisyah Abd. al-Mafhum al-Islami li at-Tahrir al-Mar’ah Kairo:
Mathba’ah Mukhaimir, 1967.
Ar-Rahman. Aisyah Abd, dalam buku Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran
Arab-Islam, LKiS Yogyakarta, cet. II. 2012.
Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu, Wanita Karir: Profesi di Ruang
Publik yang Boleh Dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam, Terj. Sulfan
pustaka, Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi’I, 2010.
Aziz, Syaikh Abdul bin Abdullah bin Baaz. Fatwa-fatwa Kewanitaan, CV.
Firdaus, Jakarta, 1994.
Baidan, Nasruddin. Tafsir al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-
Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Bekker, Anton. Metode-metode Filsafat Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Boullata. Issa J, “Dekonstruksi Tradisi”, LKiS Yogyakarta, cet. II, 2012.
Dagun, Save M. Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi,
Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Dahlan. Juwariyah, Wanita Karir, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII Surabaya,
1994.
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
cet. I, edisi 4, 2008.
Dzaftayani, Siti Ruhaini. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender
dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Engineer, Asghar Ali. The Right of Women in Islam, Terj. Farid Wajidi dan Cici
Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: Yayasan
Benteng Budaya, 1994.
92
93
Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Jakarta: Pustaka
Pelajar, 2003.
Hassan, Riffat. Muslim Women and Patriarchal Islam. Maryknoll: Orbis Book,
1991.
Husein,Muhammad. Pergulatan Identitas dan Entitas, Qalam Nusantara, cet. 1,
2016.
Husein, Muhammad. “Perempuan, Islam dan Negara”, Qalam Nusantara, cet. I,
2016.
Hasyim, Syafiq. Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan
dalam Islam. Bandung: Mizan, 2001.
Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif; Panduan Peneliti beserta Contoh
Proposal Kualitatif, cet. I; Bandung: Alfabeta, 2015.
Ihromi, Omas. Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya. Dalam Toety Herty
Nurhdidan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia
seri 01: Multidimensional. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya
Wanita, 1990.
Jarullah , Abdullah bin  Ibrahim Al Jarullah, Identitas dan Tanggung Jawab
Wanita Muslimah, Jakarta Pusat: Firdaus, 1999.
Jawad, Haifad A. Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas
Kesetaraan Gender. Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan.
Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
Kara, Siti Aisyah. Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. Makassar:
Alauddin University Press, 2016.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Kepmendegri No. 132 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal I.
Lasminah. Umi, A Study of Islam History dalam Woman in Islam, ed. Azizah el-
Habry, Pergamon Press, 1982.
Muhsin, Amina Wadud. Wanita dalam al-Qur’an, Penerjemah Yaziar Radianti,
Bandung: Pustaka, 1994.
Muhsin, Amina Wadud. Qur’an and Women, Terj. Abdullah Ali, Qur’an Menurut
Perempuan: Meluruskan Gender dalam Tradisi Tafsir. Jakarta: Serambi
Ilmu Semesta, 2001.
Mulia. Musdah, “Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender”, Nauvan
Pustaka, cet. I, edisi 6, 2014.
Mulia. Musdah, Konsep Gender menurut Islam, Yogyakarta: Nauvan Pustaka,
2014.
Mulia. Musdah, “Menuju Kemandirian Politik Perempuan”, Kibar Press, cet. I,
Februari 2008.
Mulia.Musdah, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, Megawati Institute, cet. I
edisi 6, 2014.
94
Munir, Lily Zakiyah. Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam
Perspektif Islam. Bandung: Mizan, 1999.
Murniati, Nunuk P. Getar Gender: Buku Kedua, Perpustakaan Nasional
RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004.
Mursi, Abd. Hamid. Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Pendekatan Al-
Qur’an dan Sains. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Muzakki A. Masdar Hilmi, Dinamika Baru Study Islam, Surabaya: Arkola, 2005
Nasution, Khoiruddin. Fazlur Rahman Tentang Wanita, Cet. I; Ypgyakarta:
TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002.
Qordhawi, Yusuf. Fatwa-fatwa Kontemporer. Alih Bahasa As’ad Yasin. Jakarta:
Gema Insani Press, 1996.
Rachman, Budhy Munawar. Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman.
Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Ridwan. Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan
Sosiologis, Cet. I; Purwakarto: Pusat Studi Gender, 2006.
Salim, Peter dan Yeni Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer.
Jakarta: English Press, 1991.
Saptiawan, Itsna Hadi dan Sugi Hastuti. Gender dan Inferioritas Perempuan, Cet.
II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Sitoresmi, Ray. Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis. Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana, 1993.
Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. Cet. XXXI; Jakarta: Mizan
Pustaka, 2007.
Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai
Persoalan Umat. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
Shihab. M. Quraish, Konsep Wanita menurut al-Qur’an, Hadist dan Sumber-
sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia
dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual Jakarta: INS, 1993.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an`
Jakarta:Lentera Hati, 2002.
Supardin, Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi. Jurnal UIN Alauddin Makassar,
2013.
Syadzali, Munawir. Ijtihad Kemanusiaan. Jakarta: Paramadina, 1997.
Umar. Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an. Jakarta:
Paramadina, 1999.
Umar. Nasaruddin, Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: PT. Fikahati
Aneska, 2000.
95
Wadud, Amina. “ The Qur’an, Shari’a and the Citizenship Right of Muslim
Women in the Umma”, dalam Norani Othman (ed.), Shari’a Law and the
Modern Nation-State. Malaysia:SIS, 1994.
Wahid, Marzuki. Post-Tradisionalisme Islam: Gairah Baru Pemikiran Islam di
Indonesia, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 10, 2001.
Warson, Ahmad. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka
Progressif, 1984.
Yasin, Maisar. Wanita Dalam Perbincangan, Terj. Ahmad Thabrano Mas’udi,
Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
Lampiran I
BIOGRAFI TOKOH
1. M. Quraish Shihab
Lahir di rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Pada tahun 1967 ia
meraih gelar S1 di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits di Universitas Al-
Azhar. Tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur’an,
1982 meraih Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an. Sejak tahun 1984 ditugaskan di
fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Ia
juga menduduki jabatan sebagai: ketua MUI Pusat, anggota Lajnaj Pentashih Al-
Qur’an Departemen Agama dan Ketua Lembaga Pengembangan. Buku yang
diterbitkan antara lain: Membumikan Al-Qur’an, Wawasan al-Qu’an, Tafsir Al-
Manar, Tafsir Al-Misbah, Filsafat Hukum Islam.
2. Mansour Fakih
Country Representative OXFAM UK, di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis
LSM, Peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur.
Menyelesaikan Sarjana Teologi di IAIN Ciputat, Jakarta. Dan Gelar Doktornya pada
Centre for International Education University of Massachusetts, Diamherst, USA.
Pernah bekerja di LP3ES, LSP dan menjadi koordinator program pendidikan dan
pengembangan di P3M. pernah pula sebagai pengajar di IAIN Ciputat dan Fakultas
Teknik Univesitas Indonesia. Bersama Roem Topatimangsang dan Utomo Jananjaya,
menerjemahkan kaum terindas, karya Paulo Freire (LP3ES). Ia juga berbagi modul
pendidikan orang dewasa, antara lain: Belajar Dari Pengalaman, Biarkan Mereka
Bicara, Budaya Bisu, dan lain-lain. Ia juga menulis buku NGOS in Indonesia:
Hegemoni Sosial of Change, diterbitkan oleh Center for International Education,
University Massachusetts (1991), Menggeser Konsepesi Gender dan Transformasi
Sosial.
3. Musdah Mulia
Musdah Mulia adalah intelektual dan sekaligus aktifis perempuan yag
bersikap sangat kritis dan berani menantang arus mayoritas yang tidak rasional dan
tidak humanis semi mewujudkan Islam yang Rahmatan lil alamin, sekaligus
membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur dan beradab. Aktif di berbagai
organisasi seperti Fatayat NU, PKBI, MUI. Saat ini anggota Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia, Women Shura Council, Ketua Umum ICRP, organisasi lintas
iman, dan Direktur Pelaksana Megawati Institute.
Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang meraih gelar Doktor dalam
bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta. Selain menekuni pendidikan formal ia
juga mengikuti sejumlah pendidikan non-formal diantaranya: Pendidikan Civil
Society ddi Universitas Melbourn, Australia (1998). Pendidikan HAM di Universitas
Chulalongkorn, Thailand (2000); pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan
Kepemimpinan di Universitas George Marson, Virginia, Amerika Serikat (2001), dan
lain-lain.
Karya-karyanya dikenal sangat vocal menyuarakan nilai-nilai kemanusian:
keadilan, demokrasi, pluralism, dan kesetaraan gender. Dia juga meraih beberapa
penghargaan nasional dan internasional, salah satunya yaitu Intenational Woman of
The Year 2009 karena jasa dan kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak
perempuan.
4. K.H. Husein Muhammad
Lahir di Cirebon, 9 mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren
Lirboyo, Kediri tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an
Jakarta.
Kemudian melanjukan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir.  Dan kembali ke
Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-
Tauhid, yang didirikan kakeknya tahun 1933 sampai sekarang.
Tahun 2001 mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu
hak-hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan
Alimat. Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjadi komisioner Komisi Nasional Anti
Kekeran Terhadap Perempuan. Tahun 2008 mendirikan Perguruan Tinggi Institute
Studi Islam Fahmina di Cirebon. Aktif di berbagai kegiatan diskusi, Halaqah, dan
seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu perempuan dan pluralism, baik
di dalam maupun di luar negeri.
Ia aktif menulis dan menerjemahkan buku. Ada sekitar 10 buku yang
dihasilkannya. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis
perempuan adalah “Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender.
Ia juga menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh
Penggerak, Pembina dan pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003).

  
 
 
 
PERATURAN 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
 
TENTANG 
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
 
 
a. 
 
 
bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
memerlukan adanya panduan bagi pelaksanaan 
pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 
 
b. 
 
 
bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota 
Layak Anak perlu disesuaikan dengan kebijakan terbaru 
sehingga harus diganti; 
 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tentang Panduan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak; 
 
Mengingat   :      
 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3143); 
 
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 
 
                                                              3.Undang-undang... 
 
 
  
 
 
 
 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
 
- 2 - 
 
 
 
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 
 
 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
 
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82); 
  
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014; 
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 
 
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet 
Indonesia Bersatu II; 
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 
 
 
                                                                 MEMUTUSKAN ... 
 
 
  
 
 
 
 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
 
- 3 - 
 
 
 
 
Pasal  1 
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4. Pemerintah daerah adalah Bupati atau Walikota, dan 
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pemerintahan daerah. 
5. Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota adalah lembaga 
koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang 
mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan 
untuk mewujudkan KLA. 
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya 
disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan  KLA. 
 
Pasal 2 
 
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memuat 
tentang tahapan pengembangan KLA yang dijabarkan dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 3 
 
(1) Panduan Pengembangan KLA merupakan acuan bagi 
pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA. 
(2) Dalam melaksanakan pengembangan KLA pemerintah 
kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga 
legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh 
agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. 
 
Pasal 4 
 
(1) Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 meliputi: 
a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, 
pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan 
pengumpulan data dasar;  
b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;                                                                                 
c. pelaksanaan; dan 
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 
(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan 
pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.  
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Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
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Pasal 6 
 
(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, keanggotaannya meliputi 
perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, dan 
dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, 
dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan 
masyarakat. 
 
                                                                                 (2) Gugus ... 
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(2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dalam Keputusan 
Bupati/Walikota. 
 
Pasal 7 
 
Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf a digunakan untuk: 
a. mengembangkan kebijakan; 
b. menentukan fokus program; dan 
c. menyusun kegiatan prioritas. 
 
Pasal 8 
 
(1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan 
Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. 
(2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan  hak 
anak dalam 5 (lima) klaster: 
a. hak sipil dan kebebasan; 
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan 
budaya;  dan 
e. perlindungan khusus. 
(3) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun 
atau sesuai dengan kebutuhan daerah. 
 
Pasal 9 
 
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  
huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala 
terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa di 
kabupaten/kota bersangkutan untuk mengetahui 
perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA. 
 
 
                                                                                   Pasal 10 ... 
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Pasal 10 
 
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  
huruf d dilakukan secara berkala untuk menilai dan 
menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.  
(2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota 
dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kabupaten/kota. 
(3) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan 
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan 
Evaluasi KLA. 
 
Pasal 11 
 
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 
dilakukan oleh: 
a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota, dan disampaikan 
kepada Bupati/Walikota; 
b. Bupati/Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan 
tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. 
 
Pasal 12 
 
(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-
luasnya dalam pengembangan KLA.  
(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 13 
 
(1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat 
kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA 
dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Provinsi. 
 
                                                                              Pasal 14... 
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Pasal 14 
 
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan                                      
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 15 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.       
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal           Desember 2011 
 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
LINDA AMALIA SARI  
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal        
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR  
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LAMPIRAN  
 
PERATURAN 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA 
 
NOMOR 13 TAHUN 2011 
 
TENTANG 
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA 
 
- 9 - 
 
 
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA 
 
 
Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka 
pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan konsep dan 
tahapan pengembangan KLA sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. 
 
Konsep KLA tersebut menjadi dasar bagi pengembangan KLA yang bertujuan 
untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah 
pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan 
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. 
 
Tahapan pengembangan KLA tersebut meliputi: 
a.  persiapan;  
b.  perencanaan;  
c.  pelaksanaan; 
d.  pemantauan; 
e.   evaluasi; dan   
f.  pelaporan. 
 
Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam setiap tahapan 
kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh 
melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya 
melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan 
prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan. 
 
Penerapan Hak Partisipasi Anak 
 
Untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, 
maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1.  Persiapan 
 Pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan 
mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya 
untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai 
konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku 
kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, 
mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para 
peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak. 
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2.  Konsultasi 
 Kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak 
untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan 
dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. 
Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti 
sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan tanpa 
kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan 
yang memenuhi kepercayaan anak. 
 
3. Penilaian terhadap bobot 
 Pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan 
yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara 
dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak. 
 
4.  Umpan balik 
 Harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa 
jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan 
sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh-
sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk 
keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain. 
 
5. Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian 
 Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka 
anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada ombudsman 
dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa 
dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. 
Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak 
yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut 
rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya. 
 
Tahapan Pengembangan KLA 
 
1. Persiapan, terdiri dari:  
 
a. Komitmen 
 
Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di 
kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. 
Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam:  
1) Peraturan Daerah;  
2) Peraturan Bupati/Walikota;  
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3) Keputusan Bupati/Walikota; 
4) Instruksi Bupati/Walikota; dan 
5) Surat Edaran Bupati/Walikota.  
 
Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis 
untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena 
desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, 
kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin 
kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di 
kabupaten/kota bersangkutan. 
 
b. Pembentukan Gugus Tugas KLA 
 
Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil 
dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, 
perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus 
melibatkan anak (Forum Anak).  
 
Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam 
perencanaan pengembangan KLA. 
 
Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal 
pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing.  
 
Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: 
 
1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; 
2) menyusun RAD-KLA;  
3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan  
KLA; 
4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program 
dan kegiatan dalam RAD-KLA;  
5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan 
kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan  
6) membuat laporan kepada Bupati/Walikota. 
 
Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA 
menyelenggarakan fungsi: 
1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, 
dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;  
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2) melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-
KLA;  
3) membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan 
pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan 
kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 
KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; 
4) mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga 
profesional untuk mewujudkan KLA. 
 
Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru 
melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang 
sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja 
Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi 
Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan 
unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk 
insfrastruktur). 
 
Keanggotan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan 
hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA (Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).  
 
c. Pengumpulan Data Dasar 
 
Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di 
kabupaten/kota disusun secara berkala dan berkesinambungan.  
 
Pengumpulan data dasar digunakan untuk: 
1) menentukan fokus program; 
2) menyusun kegiatan prioritas;  
3) melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan 
4) menentukan lokasi percontohan.  
 
Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang 
dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpilah menurut 
jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam 
perencanaan program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data 
dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan 
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kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan 
kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil 
penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data 
dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama universitas atau lembaga 
riset lainnya.  
 
2. Perencanaan, terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah 
Pengembangan KLA atau RAD-KLA 
 
RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA 
secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD-
KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan 
menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), 
Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan 
Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan 
berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. 
 
Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena 
RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD 
terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA 
adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan 
kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus 
mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, 
sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. 
Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses 
penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu 
dilibatkan. 
 
3. Pelaksanaan 
 
Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus 
Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang 
dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang 
ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, 
menyeluruh, dan berkelanjutan.  
 
Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana 
prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk 
mengektifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting 
sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus 
advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.  
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Di dalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk 
memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas 
jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, 
maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.  
 
4. Pemantauan  
 
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 
dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan 
hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai 
dengan rencana. 
 
Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai: 
 hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya 
untuk memenuhi seluruh Indikator KLA 
 pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dan 
Provinsi;  
 pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan; 
 pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, 
sampai desa/kelurahan; 
 pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus 
tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya. 
 
Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 
5. Evaluasi 
 
Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. 
 
Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai: 
 hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA 
 evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim 
independen;  
 evaluasi dilakukan setiap tahun; 
 evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 
sampai kabupaten/kota; 
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Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Panduan Evaluasi KLA. 
 
6. Pelaporan 
 
Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati/Walikota, disampaikan 
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. 
 
Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing-masing 
kabupaten/kota. 
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